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ABSTRAK 

Rika Amal ia /222013022/2017/Anal i s i s Te lap Menuru t Permendagri N o m o r 17 Tahun 2007 Pada 
Sekretariat Daerah Ko ta Prabumui ih / Akuntans i Sektor Pub l ik 

Rumusan masalah adalah bagaimanakah Pengelolaan Aset Tetap Menuru t Permendagri N o m o r i 7 
i ahun 2007 pada Sekretariat Dacrah Kota Prabumul ih . l u juan Peneiitian ini adalah untuk 
mengetahui pengelolaan aset tetap menurut Pcrmendagri N o m o r 17 Tahun 2007 pada Sekretariat 
Daerah Ko ta Prabumuiih . Jcnis pcncl i t ian i n i adalah pcncl i t ian deskript i f . Pcnclit ian ini d i l akukan 
di peneii t ian in i akan d i lakukan pada Pcmerinlahan Ko ta Prabumul ih yang bcrlokasi d i jalan 
jendra l Sudirman K m . 1 2 Kecamatan Camba i . Kota P rabumul ih . SumScI .31113 Telp (0713) 
3920019- Var iabel yang digunakan adalah Pengelolaan A.sel Ic tap . !>dta yang digunakan adalah 
data pr imer dan data sekunder. Met ix le pengumpulan data yang akan digunakan dalam peneii t ian 
ini adalah Wawancara / in tcrview dan Dokumcntas i . MeUxic analisis data yang akan digunakan 
pcnulis dalam pcncl i t ian in i adalah analisis kual i ta l i f . f l a s i l peneii t ian dapat d i ambi l kes impulan 
bahwa siklus pengelolaan a.sct/barang m i l i k daerah pada Sekretariat Daerah Ko ta Prabumul ih leiah 
berjaian dengan baik sesuai dengan Pcrmendagri No 17 Tahun 2(K)7. walaupun masih Icrdapat 
beberapa siklus pengelolaan yang be lum berjaian dengan baik. Siklus yang telah berjaian dengan 
baik dan sesuai dengan Permendagri N o m o r 17 1 ahun 2007 sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku ya i tu : siklus pcrencanaan kebutuhan dan pcnganggaran, siklus pengadaan. siklus 
penerimaan.pcnyimpanan dan penyaluran, s iklus penggunaan. siklus pemanfaatan, siklus 
pengamanan dan pcmeliharaan, s iklus peniiaian, siklus pcmbinaan.pcngawasan dan pcngendalian, 
siklus pembiayaan. serta s ik lus tuntutan ganti rugt. 

Kata K u n c i : .Barang m i l i k dacrah. pengelolaan ascl tetap, Pcrmendagri N o . 17 Tahun 2007 
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A B S T R A C T 

Rika A m a l i a / 222013022/2017 / ' l l i e F ixed Analys i s Based on 2007 M i n i s t r y o f H o m e AlTai rs 

N o . l 7 at Regional Secretary o f P rabumul ih / Public Sector A c c o u n t i n g 

The problem in this study was how the management o f f i xed asset based o n 2007 min i s t ry o f h o m e 

affairs No . 17 at Regional Secretary o f Prabumul ih . The objective o f th is study was to find out the 

asset management on 2007 the M i n i s t r y o f H o m e A f i a i r s N o . I 7 at Regional Secretary o f 

Prabumul ih . I bis study was descript ive research that was conducted at Jalan Jendral Sudi rman 

K m . l 2 Kecamatan Cambai . Prabumul ih , Sumsei 31113 Telp (0713) 3920019. Ihe variable i n this 

.study was fixed asset management. The data used in this study was p r i m ^ ' data and secondary 

data. The methods o f co l lec t ing the data used in this study were in te rv iew and documenta t ion . The 

mcthtx! for analysing the data used in this study vvas qual i ta t ive analysis. The result o f this study 

tound that asset management cycle / local property o f Regional Secretary o f Prabumul ih , has been 

effective based o n 2007 M i n i s t r y o f Home affairs N o . 17. M e a n w h i l e , there here some 

management cycles that have been not effective. The cycles that have been effective and i n 

accordance w i t h 2007 M i n i s t r y o f H o m e Affa i r s N o . l 7 ; needs p lanning and budget ing cycle , 

procurement cycle , reception cycle, storage and dis t r ibut ion cycle , usage cycle , u t i l iza t ion cyc le , 

appraisal cycle, development cycle , supervision and control cycle , funding cycle , compensat ion 

c l a i m cycle . 

K e y words: Loca l Property. F ixed Asset Management, 2007 Ministry of Home Affairs No.!7 

Regulation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Beiakang Masalah 

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik 

agar menghasiikan intormasi yang andal dalam laporan keuangan di daerah. 

Pengelolaan asel tetap dacrah mcrupakan upaya meningkatkan efisiensi, 

efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola asset. Pengelolaan 

asset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal 

awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kcmampuannya. 

Aset jika tidak dikelolah dengan scmestinya, aset tersebut justru menjadi beban 

karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan pcrawatan/pemeliharaan dan 

juga turun nilainya seiring waktu. 

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasiikan inlbrmasi dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang 

menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik 

daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan yang bumk terhadap 

barang milik daerah merupakan salah satu dasar masalah yang sering terjadi 

dalam laporan keuangan atas pemeriksaan Badan Pcmeriksa Keuangan (BPK) 

karena kurangnya intormasi yang dihasilkan dan kcsalahan dalam penyajian 

laporan perlanggung jawaban, untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 27 tahun 2014 atas perubahan Peraturan Pemerintah nomor 6 

tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pendoman 

1 
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Teknis pengcioiaan Baran Milik Negara/Daerah dan Pendoman Teknis 

Pengeioaan Barang milik Daerah berupa peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

17 Tahun 2007 (Permendagri no. 17 Tahun 2007). 

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, barang milik daerah adalah 

semua kekayaan daerah baik yang dibeii atau diperoieh atas beban anggaran 

Pendapatan dan Bealanja Daerah (APBD) maupun yang bcrasal dari perolehan 

lain yang sah baik yang bergcrak maupun yang tidak bergerak berserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan suatu tertentu yang dapat dinilai. dihitung, 

diukur atau ditimbang terasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecualt uang dan 

surdt-surat bcrharga lainnya. Pengelolaan barang milik daerah yang tertib akan 

menghasiikan kescmpurnaan dalam penyajian neraca daerah. Diharapkan dengan 

ditertibkannya Permendagri No. 17 Tahun 2007. dapat membantu pemerintah 

dalam menyusun dan terutama mcncrapkan siklus penatausahaan. peniiaian dan 

penghapusan barang milik dacrah sehingga dapat menghasiikan neraca daerah dan 

laporan realisasi anggaran yang benar. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Pengelolaan barang 

milik daerah seperti: Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 

kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan dengan pengadaan barang 

yang telah lalu, Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 

kebutuhan. Penerimaan penyimpanan dan penyaluran kegiatan yang mcnlndak 

lanjuti dari hasit pengadaan. Pcngunaan adalah kegiatan yang dilakukan olch 

penguna/kuasa dalam mengelola dan menatausahaan barang milik daerah, 

Penatausahaan kegiatan yang didalamnya meliputi kegiatan pembukuan, 
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inventarisasi dan peiaporan, Pemanfaatan mcrupakan pendayagunaan barang 

milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok, Pengamanan dan 

pcmeliharaan kegiatan tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya 

pengurusan barang milik daerah secra fisik, Peniiaian adalah suatu proses 

kegiatan peneiitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan 

relevan, Penghapusan barang milik daerah tindakan pengahpusan barang 

penguna/kuasa dari daftar inventarisasi, Pemindahtanganan barang milik daerah 

pcngaiihan kcpcmilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan, Pembinaan, 

pengawasaan dan pengendalian adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian 

pendoman dan bimbingan, i'embiayaan dalam rangka lerlib administrasi 

pengelolaan barang milik daerah diperlukan pembiayaan untuk kegiatan. dan 

Tuntutan ganti rugi barang dikcnakan terhadap pegawai negeri yang melakukan 

pcrbuatan mclanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban. 

PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan bahwa penyusutan didefinisikan 

sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu asel tetap yang dapat disusutkan 

seiama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan 

salah satu penanda pemberiakuan basis akrual dalam SAP. PSAP 07 mengatur 

penyusutan pada bagian pcngukuran aset tetap dan penyajiannya paragraf 57 dan 

58 yang diuraikan perihal penyusutan sebagai berikut: metode penyusutan yang 

dapat dipergunakan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode 

unit produksi. Seiain tanah dan konstruksi daiam pengerjaan scluruh ascl tetap 

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 
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Sckretarial Daerah Kota Prabumuiih meiliki visi dan misi "Prabumulih 

Prima dan Berkualitas" dengan Misi Meningkatkan penataan ruang serta saranan 

dan prasarana dasar perkotaan. Sekretariat Daerah Kota Prabumulih dalam 

pengelolaan aset yang begerak maupun tidak begerak telah berpendoman pada 

Pcrmendagri No. 17 Tahun 2007 walaupun telah berpendoman pada permendagri 

No. 17 tahun 2007 masih ada beberapa siklus yang belum berjaian dengan baik, 

serta Sekretariat Daerah Kota Prabumulih memiliki banyak aset-aset tetap sebagai 

berikut; 

Tabel I . ! 

Kartu Investaris Barang (KIB) B 

Sekretariat Daerah Kota Prabamulih 

N o K o n d i s i A s e l To la ! Harga aset 

! Baik Rp 2 . 6 0 1 . 9 4 « . 5 0 0 

2 Rusak R p 415.318.050 

Total Aset Rp 3.017.266.550 

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, 2016 

Berdasarkan Tabcl 1.2 dapat dilihat bahwa aset peralatan dan mcsin yang 

berstatus rusak masih tcrcatal dalam daftar Inventaris dan Neraca. Peralatan dan 

mcsin ini barang milik daerah yang tidak bisa di gunakan atau dimanraatkan Iagi 

letapi masih dicatat sebagai aset Sekretariat Daerah Kota Prabumulih Maka 

menurut Permendagri No 17 Tahun 2007 seharusnya barang milik daerah yang 

telah rusak dan tidak ada Iagi nilai barang-barang tersebut dilindak lanjuti dengan 
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pengajuaan pcngahapusan dan dapat di hapuskan dengan penghapusan dari daftar 

inventarisasi barang milik daerah. 

Table 1.2 

Neraca 

Sekretariat Daerab Kota Prabumulih 

2(JM 
A S I T 

ASI 1 I .Ah*.AH 
R P RP 

Kw di6cT>iJiKharH pcn|^lu4iriiii R P RP 
K u dt I f dun lavnnnf* umum due rah R P RP 
itcrnruKt R P R P 
SrAva k u RP HP 
I n v d m i tangka rvmiok R P RP 
l**ulufl)E pendAfaHjm RP HI" 
I'lulHtigE Imimya RP R P 

HP R P 
drh*:**. dimuka R P 17 SOI ISO HP 17 41)3 3Sl) 

IHnmcduuin R P HP 
Ftnitinn lancar lunculan ^ami ru^i HP RP 

]1IM1.AM AMiT lJ»r« AR R P 37 STTV ISO Bl" n SOS 2 VI 
INV|-:.STAS1 lANTJKA I'ANJAhNi 

Invcalaaf jMmh • mm |w nnMn n RP RP 
invcatmj k̂ p — j u t kepada mtrtaa lainn>a RP R P 
In w d b r dotant ohttpaai RP RP 
Invcaia.i dalam pmyck pcmhaniunan R P HP 
1 >ana llcripriil RP HP 
1 ICTkMrtn iangka l̂ arr̂ arvg RP RP 
Invcalau Non |ii i n — • n la .m,B R P RI" 

I U M I . M I INVI-JiTASI JK PANJAhHI N4>N Id HMANI^N 
Invcmaai ,a*reka pmgjai^ pcmancn RP R P 
I'mycnaan rrrodal pcmcnnlah daerah RP RP' 
Invealaai pcrmancn laannya RP HP 

JtlMlVlM INVI-:,STAS1 JK PANJAhKi Pf KMANtJN 
JIIMl.AI 1 INVI_STl(iASI JANtlKA PANJANf; 
A S i n ri- 1 AP 

Tanah R P IH 3S0 OOOOOO B P i 1 OOUOIK) (xai 
PeraJalan dan mcam RP J (HT i n * 5SO HP I TRO 427 BOO 
<hajua|( dan hangunan R P 1 I I I IQAOOO HP BBS 74* IMJO 
Jaian.Irrgwj. dan mrrnpaa R P JJODOO.Oon RJ" JOB ooo ont 
A v I Ictap taianya RP K P 
Kiui,irukai dalam pengerjaan RP HP 

AkumulaH penyuutan RP RP 
dVkAIJkH AJiKT T K I A T RV I I I I S Sfcl SSO K P 14 1M14 n S BOO 

DANA C A U A N C A N R P R P 
d l l M I ^ M U A N A 1 A D A F « : A N 

AS(-"1 I .AINVA 
I'najbon jangka paniang RP R P 
Kemrtraan dengan pihnk keriga B P R P 
Awt ridak herurujud R P I t T OTI OSO R P 217 (172 OSO 
Aun Jam-lain RP HP 
akurmiijeii perryMnkan aad laranyn RP RP 

JIIIVI1.AII A S T T l-AINNVA R P 217 O i l OSO K P 217 072 OSO 
J I I M I . A H A S K T R P l l . * 4 U > V K « M R P 1S.I«UdS.B.SO 

K F . W A d l B A N 
K l WAJIIIAN JAAKiKA PI<:NTM-K 

lllang pcrhilungan pihHk kctiga R P HP 
1 llang hungu R P HI-
Hagian lancar ulang jangka pan fang R P SO (WO IHH) HP 
perrdaffan dnenma dimal • RP R P 
eiang heban R P R p 
ulfig jongka pendek Innnrya RP HP 
kewajihaa uoftik d<kD«Marlidaaikan R P d I . J e A T R ) * R P 

Jl IMF AM K T W A J I H A N J A N d K A PI NlJhX « P Vnj fv47 VIA R P 
KI'WAJIHAN J A N d K A P A N I A U : 

TI Jan a dalam negeri RP R P 
wJang fangka p—jaing tmaAym UP UP 

Jt lMI.AII K l WAJTBAN J A N d K A P A N J A N d R P R P 
J I I M I . A I I K E W A J I B A N R P K S I A47Rlb R P 

E K I T T A S 
f Aunaa RP. 21 P7» PBd R P I J f f l 245 BSO 

J I I M I . A H K E W A J I B A N D A N E K I I I T A S D A N A R P l l .UaXAJAdIM R P tS . in i . I4AJISR 

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, 2016 
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Herdasarkan Tabel 1.2 jumlah aset pada Sekretariat dacrah belum lepat 

karena masih ada beberapa aset harus di hapuskan pada tabel I . l barang yang 

rusak berat masih dicatat sebagai aset. Pada surat keputusan (SK) walikota 

Prabumulih Menetapkan penghapusan dan tindak lanjutan barang inventaris milik 

Sekretariat daerah kota prabumuiih berupa alat-alat kantor sejumlah Rp 

217.072.050 tetapi pada neraca Sekretariat Daerah Kota Prabumulih masih 

tercatat sebagai aset Iain-Iain dan dilihat dari neraca bahwa akumulasi penyusutan 

pada aset tetap Sekretariat Daerah Kota Prabumulih tidak ada nilainya seharusnya 

menurut permendagri No 17 Tahun 2007 aset tetap yang dimiiiki Sekretariat 

daerah Kota Prabumulih harus memiliki nilai. 

licrdasarkan uraian latar beiakang di atas yang menjelaskan tctanng 

pengelolaan aset tetap yang dilakukan oieh Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

yang telah ncrpendoman dengan Pcrmendagri No 17 tahun 2007 walaupun sudah 

berpendoman dengan Permendagri tetapi masih ada siklus yang bclum berjaian 

dengan baik. Maka peneiitian ini di difokuskan untuk mcneliti asct-aset pada Kota 

Prabumulih yang berjudul Analisis Pengclolaao Aset I'etap Menurut 

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pada Skretariat Dacrah Kota 

Prabumulih. 



B. Rnmusao Masalah 

Berdasarkan latar beiakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

peneiitian ini adalah Bagaimanakah Pengelolaan Aset Tetap Menurut 

Pcrmendagri Nomor 17 Tahun 2007 pada Sekretariat Dacrah Kota Prabumulih ? 

C . Tujuan Peneiitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneiitian ini 

adalah untuk mengetahui penggeioiaan aset tetap menurut permendagri Nomor 17 

Tahun 2007 pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih. 

D. Manfaat Peneiitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka pcnclitian ini di harapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi penulis 

Menambah pcngetahuan penulis tentang pengelolaan asel tetap menurut 

peraturan dmcntri dalam negeri no. 17 Tahun 2007 pada Pcmerinlahan Kota 

I^rabumulih. 

2. Bagi Dinas Pemerintahan Kota Prabumulih 

Hasil peneiitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada 

Pemerintahan terkait untuk iebih baik Iagi dalam pengelolaan asel dacrah. 
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3. Bagi Almamater 

Hasil peneiitian ini diharapkan dapat menjadi rcfcrcnsi tambahan, serta dapat 

menjadi acuan atau kajian guna peneiitian selanjutnya. 



BAB M 

K A J I A N P U S T A K A 

A. Pcnclitian Sebelumnya 

Peneiitian sebelumnya diiakukan oieh Veronika Mulalinda (20!4) dengan 

judul Efektifitas Penerapan sistem dan prosedur Akuntansi Aset Tetap pada 

dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Ascl daerah Kabupatcn Sitaro. 

Berdasarkan latar beiakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada 

dinas PPKAD di kabupatcn Sitaro. Tujuan dalam peneiitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetappada 

dinas PKKAD Kabupatcn Sitaro. Metode yang digunakan dalam peneiitian ini 

adalah analisis Deskriptif.Jcnis data yang digunakan adalah data kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dalam peneiitian ini adalah peneiitian lapangan 

(Field Reseaarch). Hasil peneiitian menunjukan bahwa pclaksaan proser dan 

prosedur aset/barang milik daerah pada Dinas PPKAD Kabupalcn Sitaro pada 

setiap subsistem bleum efektif secara kescluruhan. Hal ini terbukti dengan 

masih adanya kelemahan pada bagian antara lain : pengadaan, pcngunaan, 

penyimpanan, pemanfaatan. pcmeliharaan dan pengamanan. serta 

penghapusan. 

Peneiitian sebelumnya dilakukan oieh Monika Sutri Kolinug (2015) 

dengan judul Analisis Pengelolaan Aset tetap pada dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomoho. Berdasarkan latar 
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beiakang masalah, maka rumususan masalahnya adalah bagaimana kesesuaian 

pengelolaan aset tetap pada Dinas Penadapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Tomoho Dengan Peraturan Menteri Dalam Negert No.l7 

Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang 

diterapkan serta kelengkapan dokumen sebelumnya. Tujuan peneiitian ini 

adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tomoho dengan 

peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus 

pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen 

sumbemya. Metode yang digunakan dalam peneiitian ini adalah analisis 

deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu 

mengumpulkan data peraturan-peraturan dan kebijakan pengelolaan data yag 

berlalku umum, dan kebijakan pemerintah sctempat yang telah diterapkan 

dalam pengelolaan aset tetap, 

I lasi I peneiitian menunj ukan bahwa bidang aset sebagai pembantu 

pengelolah telah menerapkan enam siklus pengelolaan dan menjalankan 

dengan prosedur yang seharusnya dilakukan. namun ada bentuk ketidakpuasan 

dalam menjalankan prosedur diantaranya tidak meminta daftar hasil 

pcmeliharaan barang dari SKPD-SKPD sebagai penguna asettetap/barang milik 

daerah. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan dalam menjalankan 6 siklus 

pengelolaan aset tetap yang dilakukan oieh bidang Aset pada DPPKAD Kota 

Tomoho sebagai pembantu pengeiola berdasarkan permendagri No. 17 Tahun 

2007, hanya ada 13 dokumen saja. 



Peneiitian sebelumnya dilakukan Olch Evita Daiifty Marccliya makagansa 

(2015) dengan judul Evaluasi sistem dan prosedur Akuntansi Aset Tetap pada 

dinas Pendidikan Pemuda dan Oiaraga Kabupatcn Kcpulauan Sangihe. 

Berdasarkan latar beiakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas pendidikan 

Pemuda dan Oiaraga Kabupatcn Kcpulauan Sangihe. apakah sudag 

dilaksanakaan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 

2007. Tujuan peneiitian ini yaitu untuk mengetahui sistem dan prosedur 

akuntansi aset tetap pada dinas-dinas Pendidikan Pemuda dan Oiaraga 

Kabupatcn Kcpulauan sanghinc apakah sudah dilaksanakan sesuia dengan 

peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 I ahun 2007. Metode yang digunakan 

dalam peneiitian ini adalah analisis deskriptif. Jcnis data yang digunakan 

adalah data kualitatif mengenai sistem dan prosedur akuntansi aset telap pada 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Oiaraga Kabupaten Kcpulauan Sanghinc. Hasil 

peneiitian menunjukan bahwa sistem dan prosedur perencanaan, penerimaan, 

penatausahaan, pengamanan dan pcmeliharaan serta penghapusan sudah sesuia 

dengan kententuan peraturan yang berlaku. Sedangkan sistem dan prosedur 

penggunaan dan pemanfaatan bclum sesuai dengan kententuan/peraturan yang 

berlaku. 

Persamaan dan pcrbedaan dengan peneiitian sebelumnya Veronika 

Mulallinda (2014). l-'fektivitas pcncrdpan sistem dan prosedur akuntansi aset 

tetap pada dinas pendapatan, pcngelolan keuangan dan asel daerah kabupaten 

Sitaro Persamaan sama-sama meneliti penerapan sistem dan prosedur aset tetap 



menurut permendagri No. 17 Tahun 2007 perbedaannya tcrletak pada lokasi 

peneiitian. Monika sutra Kolinug {2015) Analisis pengelolan aset Ictap pada 

dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tomoho 

Persamaan sama-sama meneliti penerapan sistem dan prosedur aset tetap 

menurut Pennendagri No. 17 Tahun 2007 perbedaannya terletak pada lokasi 

peneiitian. Hvita daufty Marccliya Makagansa (2015) Evaluasi sistem dan 

prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendidikan pemuda dan oiaraga 

kabupaten kcpulauan sanghinc persamaaan sama-sama meneliti penerapan 

sistem dan prosedur aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 

perbedaan terletak pada lempat peneiitian. 

B. Landasan Teori 

1. Aset Tetap 

Halim (2012: 118) menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi 

yang dikuasai dan atau dimiiiki oieh pemerintah scbagai akibat dari pcristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan social dimasa depan diharapkan 

dapat diperoieh, baik oieh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur 

dalam satuan uang. tcrmasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 

penycdiaan jasa bagi masyakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alas an sejarah dan hudaya. 

Akuntansi aset tetap telah dialur daiam pemyataan standard akuntansi 

pemerintah (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07) dari lampiran I PP 71 fahun 2010. 

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset terwujud yang mcmpunyai 
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masa manfaat lebih dari 12 (dua beias) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintah alau dimanfaatkan untuk kepcntingan umum. 

Aset tetap dalam PSAP 07 diklasfikasikan menjadi enam bagian, dijelaskan 

dalam bulletin teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tepap Berbasis Akrual, 

Pengklasifikasikan aset tetap tersebut sebagai berikut: 

a) Tanah 

Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 paragraf 08 adalah 

tanah yang diperoieh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Sesuai dengan sifat 

dan perunlukannya, tanah dapat diklafiskasikan lebih lanjut. Menjadi dua 

kelompok besar, yaitu lanah untuk gedung dan bangunan, dan tanah untuk 

bukan gedung dan bangunan. seperti lanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah 

lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian dan tanah untuk perkcbunan. 

b) Peralatan dan Mesin 

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10, Peralatan dan Mesin mencakup mcsin-

mesin dan kcndaraan bermotor, alat elcktronik, investaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 

(dua betas) bulan dan daiam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin dapat 

diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, 

alat angkutan (darat. air. dan udara). alat komunikasi, alat kedokteran, aiat-

alat berat alat bengkei. alat oiaraga, dan rambu - rambu. 



c) Gedung dan Bangunan 

PSAP 07 paragraf 9 menyatakan bahwa gedung dan bangunan mencakup 

scluruh gedung dan bangunan yang diperoieh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 

Tcrmasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, 

rumah dinas, bangunan lempat ibadah, bangunan menara, monument / 

bangunan bcrsejarah. gudang, dan gedung museum. 

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan 

PSAP 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa jalan, irigasi. dan jaringan 

mencakup jalan. irigasi, dan jaringan yang dibangun oieh pemerintah serta 

dimiiiki dan/atau dikuasi oieh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

Jalan, irigasi. dan jaringan tersebut seiain digunakan dalam kegiatan 

pemerintah dan di manfaatkan oieh masyarakat umum. lermasuk dalam 

kiasiflkasi jalan. irigasi, dan jaringan adalah jalan raya. jembalan, bangunan 

air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, 

jaringan listrik, dan jaringan telepon. 

c) Aset fetap Lainya 

PSAP 07 Paragraf 12 menyatakan bahwa Aset tetap iainya mencakup aset 

telap yang lidak bias di kelompokkan kedalam kelompok aset telap di atas, 

yang diperoieh dan di manfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap di pakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi asel tetap 

lainnya adalah kolcksi perpustakan / buku dan nonbuku. barang bcrcorak 

kescnian / kebudavaan / olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Tennasuk aset 



telap lainnya adalah asel tetap renovasi, yaitu biaya renovasi aset tetap yang 

bukan miliknya. dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. 

I) Konstruksi dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan PSAP 08 paragraf 6, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) 

adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam 

pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya 

dan/atau pembangunannnya membutuhkan suatu periodc waktu tertentu dan 

belum sclesai. 

2. Metode Penyusutan 

Metode penyusutan dialur dalam Pemyataan standard Akuntansi 

Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dari lampiran I PP Nomor 71 yang menyatakan 

bahwa penyusutan dideliniskikan scbagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang dapat disusutkan seiama masa manfaat yang bersangkutan. 

Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberiakuan 

akuntansi berbasis akrual. Penyesuain nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai 

metode yang sistematis menggambarkan manfaat ekonomi yang akan mengalir 

ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada akun 

beban penyusutan dengan lawan akun akumulasi. 
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Perhitungan penyusutan memiiiki 3 (tiga) metode, sebagai berikut: 

a. Metode garis lurus 

Penyusutan per periodc = Nilai yang dapat disusutkan 

masa manfaat 

b. Metode saldo menurun berganda 

Pen>'usutan per periode = (nilai yang dapat disusutkan - akumulasi 

penyusutan periode) x tarif penyusutan 

X 100% X 2 
masa manfaat 

*tarif penyusutan dihitung dengan ramus 

c. Metode unit produksi 

Penyusuutan per periode = prtxluksi periode berjaian x tariIT penyusutan 

**tarif penyusutan dihitung dengan ramus Nilai yang dapat disusutkan 

Perkiraan total ouput 

3. Siklus pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah 

Menurut permendagri No.17 Tahun 2007, Barang milik daerah adalah 

semua kekayaan daerah baik yang dibeU atau diperoieh atas beban anggran 

pendapatan dan bclanja daerah maupun yang bcrasal dari perolehan lain yang 

sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berserta bagian-bagiannya 

ataupun yang Enerupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur 
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atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-

surat bcrharga lainnya. 

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 pasal 4 bahwa pengelolaan 

barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian 

hokum, transparansi dan keterbukaan. efisiensi, akuntabililas, dan kepastian 

nilai. Dijelaskan juga bahwa siklus pengelolaan barang miiik daerah 

merupakan rangkaian dan/atau tindakan yang meliputi: 

a) Pcrencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 

barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjaian sebagai dasar dalam melakukan 

tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan 

penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab 

masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan mcmperhatikan 

hal-hal yaitu barang apa yang dibutuhkan, dimana dibutuhkan, bilamana 

dibutuhkan. berapa biaya, siapa yang mengurus dan siapa yang 

menggunakan. alasan-alasan kebutuhan, serta cara pengadaan. Pelaksanaan 

perencanaan kebutuhan pcnganggaran perlu terkoordinasi dengan baik 

dengan mcmperhatikan standarisasi yang telah ditelap kan sesuai kondisi 

daerah masing-masing. Perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan 

berdasarkan pcrlimbangan yaitu: 

(1) Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing unil/satuan kerja 

sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi. 
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(2) adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab 

lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memeriukan penggantian. 

(3) adanya peruntkan barang yag didasarkan pada peruntukan standard 

pcrorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi 

kebutuhan barang. 

(4) untuk mcnjaga tingkat pcrsediaan barang millkdacrah bagi setiap tahun 

anggaran bersangkutan agar cfisien dan efektif. 

(5) pertimbangan tcknologi. 

b) Pengadaan 

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang 

dacrah dan jasa. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 

prinsip-prinsip efiesien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak 

diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan 

cara pengadaan/pemborongan pekerjaan, membual sendiri (swakelola), 

penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga). 

lukar menukar, dan guna susun. Tatacara pelaksanaan pengadaan barang 

milik daerah meliputi: 

(1) panitia pengadaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan 

susunan keanggotaannya melibatkan unsur teknis terkait. 

(2) panitia pengadaan menyelenggarakan tender/ielang dan mengambi! 

keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara Iclang 

mcngenai calon pcmcnang alas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga 



perkiraan sendiri (owner estimate) yang dapat dipertanggungjawaban untuk 

kualitas barang yang dibutuhkan, selanjutnya menyampaikan berita acara 

tersebut disertai saran kepada kepala daerah dan/atau sckretaris daerah untuk 

menetapkan pemenang Iclang. 

(3) setelah ditetapkan calon pemenang Iclang, kepala daerah atau pengeiola 

atau pengguna, menetapkan pemenang lelang. 

(4) penerimaan barang dilaksanakan oieh penyimpanan barang dan/atau 

pengurus barang setelah diperksa oieh panitia pemeriksa barang daerah 

dengan membuat berita acra pemeriksaan. 

(5) pcmbayaran hanya dapat dilakukan apabila meiampir dokumen-dokumen 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c) Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran 

Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan 

dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan 

berita acara. Penyimpanan dan Penyaluran barang milik daerah sebagai tindak 

lanjut dari penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun 

sumbangan / bantuan.hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam 

rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. 

(1) penerimaan 

Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan oieh penguna/kuasa 

barang, untuk itu penerimaan barang oieh penyimpanan barang 

dilaksanakan di gudang. Dasar penerimaan barang ialah surat perintah 
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kcrja/surat perjanjian/kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oieh 

pejabat yang berwenang. Barang yang akan diterima harus disertai 

dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan 

spesifikasi barang. Barang diterima apabila hasil peneiitian barang olch 

panitia peneriksa barang seuai dengan isi dokumen tersebut. Pemyataan 

penerimaan barang dinyatak^ sah apabila berita acara pemeriksaan 

barang telah ditandatangani oieh panitia pemeriksa barang daerah. 

(2) penyimpanan 

Penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka pengurusan. 

penyelenggaraan dan pcngaturan barang pcrsediaan didalam gudang/ruang 

penyimpanan sehingga dalam pengurusan barang pcrsediaan agar setiap 

waktu diperlukan dpat dilayani dengan cepat dan tepat. 

(3) penyaluran 

Penyaluran merupakan kegiatan untuk melakukan pengiriman barang dari 

gudang ke unit kerja. Fungsi penyaluran adalah mcnyelenggaran 

pengurusan pembagian/pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur 

sesuai dengan kebutuhan. 

d) Penggunaan 

Penggunaan adalah kegiatan yang diiakukan oieh pengguna/kuasa pengguna 

dalam mengelola dan men atau sahakan barang milik daerah sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang 

bersangkutan. Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik 
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daerah yang ditetapkan olch kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna 

barang sesuai tugas dan ftjngsi SKPD yang bersangkutan. Penggunaan 

merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oieh 

kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan 

fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik 

daerah pada masing-masing SKPD dengan mcmperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

(1) jumlah personil/pegawai pada SKPD 

(2) standard kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan seiain tanah dan/atau 

bangunan 

(3) beban tugas dan tanggungjawaban SKPD 

(4) jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya 

c) Penatausahaan 

Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3(tiga) kegiatan yang 

meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan peiaporan. Pengguna/kuasa 

pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik 

daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Kuasa Pengguna 

(DBKP). Inventarisasi mcrupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 

perhitungan, pengurusan, penyelengaraan, peraturan, pencatatan data dan 

peiaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. 

(1) kegiatan pembukuan 

(2) kegiatan inventarisasi 
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(3) kegiatan peiaporan 

(4) sensus barang daerah 

f) Pemanfaatan 

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam 

pakai, sewa, kerjasama pemmifaatan, bangun guna serah, bangunan serah 

guna dengan tidak merubah status kepemiiikan. Berikut bentuk pemanfaatan 

barang milik daerah: 

(1) pinjam pakai 

(2) penyewaan 

(3) kerjasama pemanfaatan 

(4) bangun guna serah 

(5) bangun serah guna 

g) Pengamanan dan Pemeliharaan 

Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban 

dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik. administrative dan 

tindakan hokum. Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua 

barang seialu daiam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya 

guna dan berhasil guna. 
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b) Peniiaian 

Peniiaian adalah suatu proses kegiatan peneiitian yang selektif didasarkan 

pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan 

metode/tcknis tertentu untuk memperoieh nilai barang milik daerah. Peniiaian 

barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan 

neraca daerah, juga dapat dipei^nakan dalam rangka pencatatan, 

inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi. 

i) Penghapusan 

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan penghapusan barang 

pengguna / kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventaris barang 

milik dacrah. Penghapusan tersebut diatas, dengan pencrbitan keputusan 

kepala dacrah tentang penghapusan barang milik dacrah. 

j) Pemindah Tanganan 

Pemindah tanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemiiikan 

sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Pemindahtanganan barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan seiain tanah dan bangunan yeng 

bemilai Iebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan 

keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPR!), 

k) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 
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Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan mclalui pemberian pendoman, 

bimbingan. pelatihan dan supervise. Pcngendalian mcrupakan usaha atau 

kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar perkejaan yang dilaksanakan 

berjaian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan 

merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan mcnilai kenyalaan 

yang sebenamya mcngenai pelaksaan tugas dan/atau kegiatan, apakah 

dilakukan sesuai peraturan pcrundang-undangan. 

I) Pembiayaan 

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik dacrah diperlukan 

pembiayaan untuk kegiatan seperti; pcnycdiaa hlanko/buku inventaris. tanda 

kodelikasi/kcpemilikan, pcmeliharaan. penerapan apiikasi sistem inl'onnasi 

barang daerah (simbada) dengan komputcrisasi. tunjangan/inscnlif 

penyimpanan dan/atau pengurus barang dan lainnya. 

m)Tuntutan ganti rugi 

Tuntutan ganti rugi barang dikcnakan terhadap pegawai negeri. pegawai 

perusahaan daerah dan pegawai daerah yang melakukan pcrbuatan melanggar 

hokum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak meiaksanakan 

kewajiban sebagaimana mcstinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, 

sehingga karena pcrbuatannya tersebut mcngakibatkan kerugian bagi dacrah. 



BAB III 

METODE P E N E L m A N 

A. Jenis Peneiitian 

Menurut sugiyono (2011: 7) Jenis Peneiitian dilihat dari tingkat 

eksplanasi: 

1. Peneiitian Deskriptif 

Peneiitian Deskriptif adalah peneiitian terhadap keberadaan variable 

mandiri, baik hanya satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variable lain. 

2. Peneiitian Komparatif 

Peneiitian komparatif adalah suatu pcnclitian yang bersifat 

membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variable 

atau lebih. 

3. Peneiitian Asosiatif 

Peneiitian asosiatif adalah peneiitian yang bcrtujuan untuk mengetahui 

hubungan dua variable atau lebih. 

Jenis peneiitian yang akan saya gunakan penuiisan dalam pcnclitian ini 

adalah Pcnclitian Deskriptif. Tujuan dari peneiitian deskriptif ini untuk 

mendeskripsikan pengelolaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 17 Tahun 2007. 
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B. Lokasi Pcnclitian 

Peneiitian ini akan dilakukan pada Pcmerinlahan Kota Prabumulih yang 

bcrlokasi di jalan jendral Sudirman Km. 12 Kecamatan Cambai, Kota 

Prabumulih, SumSel 31113 Telp (0713) 3920019, Email 

nemkotfgjkotaprabumuHh.go.id, Website: http://www.kotaprabumnlih.go.id 

C . Opcrasionalisasi variabel 

Tabel l l l . l 
Opcrasionalisasi Variabel 

V a r i a b e l D e f i n i s i I n d i k a t o r 

Pengelolaan Serangkaian kegiatan yang 1. Pcrencanaan Kebutuhan dan 
A s e l Tetap d i lakukan untuk mcngelolah Pcnganggaran 
Menurut barang m i l i k daerah yang 2. Pengiidaan 
Permendagri dilaksanakan berdasarkan asas 3. Penerimaan. Penyimpanan 
N o . 17 I ahun tungsional , kepasban h o k u m . dan Penyaluran 
2007 transparansi dan keterbukaan. 4 . Penggunaan 

efisiensi, akunlabil i tas dan 5. Penatausahaan 
kepastian 6. Pemanfaatan 

7. Pengamanan. dan 
Pemeliharaan 

8. Peniiaian 
9. Pengahpusan 
10. Pemindahtanganan 
11. Pembinaan. Pengawasan 

dan Pcngendalian 
12. Pembiayaan 
13. Tuntu tan ganti rug i . 

Sumber : Penuiis^ 2016 

D. Data yang Diperlukjin 

Sugiyono (2011: 308-309) mengatakan bila dilihat dari sumber-sumber 

datanya, maka pengumpulan data yaitu: 

http://www.kotaprabumnlih.go.id
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1. Data Primer 

Data primer yaiutu data peneiitian yang diperoieh secara langsung dari 

sumbemya (tidak melalui perantara). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data peneiitian yang di peroleh secra tidak langsung 

mclalui media perantara (diperoieh dan dicatat oieh orang lam). 

Sumber data yang akan digunakan oieh penulis adalah sumber data primer dan 

sekunder. Data primer yaitu berupa data yang langsung didapatkan dari 

Pemerintahan Kota Prabumulih Pahun 2015. Sedangkan data sekunder 

dij^roieh dari kartu Inventaris Barang KIB A, B, dan C. 

E . Metode Pengumpulan Data 

Sugiyono (20 U : 308-332) menyatakmi secara umum terdapat empat 

teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 

Observasi mcrupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejaia - gejala yang diteiiti. 

2. Wawancara/lnterview 

Wawancara/interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

intormasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topic tertentu. 
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3. Dokumcntasi 

Dokumcntasi merupakan catatan pcristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya - karya monumental dari 

seseotang. 

4. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan dta yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam peneiitian ini 

adalah Wawancara/inlervicw dan Dokumcntasi, yaitu melakukan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab pada 

pemerintahan kota Prabumuiih untuk mengamati permasalahan dalam 

pengelolaan asel tetap selanjutnya melakukan wawancara terhadap beberapa 

orang informasi yang mengetahui penatausahaan dan akuntansi aset tetap pada 

pemerintahan kota Prabumulih untuk penguraian dokumen-dokumen tersebut 

adalah Kartu Inventarisasi Barang KIB A, B, dan C. 

F. Aaalisi Data dan Teknik Analisis 

i . Analisis Data 

Sugiyono (2011; 14-15) mengatakan ada dua jenis metode analisis yang 

digunakan dalam peneiitian, yaitu: 
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a) Analisis Kualitatif 

Analisis Kualitatif adalah suatumetode analisis dengati menggunakan data 

yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. 

b) Analisis Kuantitatif 

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan 

data berbentuk angka alau data kualitatif yang di angkakan. 

Metode analisis data yang akan digunakan penulis dalam peneiitian ini 

adalah analisis kualitatif yaitu melakkukan analisis terhadap pengelolaan aset 

tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. 

2. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang dilakukan dalam peneiitian ini akan mengelola 

variabel pengcioiaan Aset Tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 

dengan indikator sebagai berikut: 

a) Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran 

b) Pengadaan 

c) Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran 

d) Penggunaan 

e) Penatausahaan 

t) Pemanfaatan 

g) Pengamanan, dan Pemeliharaan 

h) Peniiaian 

i) Penghapusan 



j ) Pemindah I'anganan 

k) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

I) Pembiayaan 

m) Tuntutan Ganti Rugi. 



BAB IV 

B A S I L P E N E L I T I A N DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Peneiitian 

1. Sejarah singkat Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

Kota Prabumulih terbentuk melalui pemekaran wilayah Kabupaten Muara 

Enim berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2001(pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang 

Pembentukan Kota Administratif Prabumulih). Daiam Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2001, Kota Prabumulih mempiinyai 4 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Prabumulih Barat. Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Cambai, dan 

Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Pada tahun 2007. terjadi penambahan 2 

kecamatan, yailu Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih 

Sclatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Prabumuiih Sclatan. 

Secara geografis Kota Prabumuiih berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara 

Enim dan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lcmatang 

Uir/PALl 40. 

b. Sebelah Timur bcrbatasandengan Kecamatan Lembak Kabupatcn Muara 

I-nim dan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 

c. Sebelah Selatan bcrbatasandengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan 

Lubai Kabupaten Muara Enim. 
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d. Sebelah Barat bcrbatasandengan Kecamatan Rambang Dangku Kabupatcn 

Muara Enim.Adapun iuas wilayah dan banyaknya kelurahan/desa tiap 

kecamatan di Kota. 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih bagian dari pemerintahan kota 

P r a b u m u l i h yang didalamnya mengatur beberapa bagian yaitu: Bagian Hukum. 

Bagian Umum, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bagian Kesra, 

Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Bagian Humas, Bagian Tata 

Pemerintahan. 

2. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Frabaznnlih 

a. Visi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

Visi Pemerintahan Kota Prabumuiih "Terwujudnya Kota Prabumulih 

Sebagai Kota Prima Dan Berkualitas (Prestasi,Re!igius,lnovatif,Mandiri dan 

Aman)" maka ditetapkan visi yang ingin diwujudkan oieh Sekretariat 

Daerah Kota Prabumulih sebagai berikut: "Terwujudnya Citra Positif 

Pemerintah Kota Prabumuiih Melalui Pelayanan Informasi dan Pelayanan 

Publik Yang Berkualitas" 

b. Misi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

Dalam rangka menganlisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta 

mcmperhatikan tantangan kedcpan dengan mempcrhitungkan peluang yang 

dimiiiki, maka untuk mencapai Visi Sekretariat Daerah Kola Prabumulih. 

Sebagai berikut: 
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1) Pengembangan aparatur humas dan protokol yang propesional 

2) Peningkatan pemt^iday^an masyarakat dibidang informasi dan 

komunikasi 

3) Peningkatan kualitas sistem informasi dan komunikasi 

3. Stuktur Organisasi dan Pembagian Tugas Sekretariat Daerah Kota 

Prabumulih 

a. Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih tugas pokok meiaksanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oieh walikota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

petunjukan. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Prabumuiih terdiri 

dari: 

1) Bagian Hukum 

2) Bagian Umum 

3) Bagian Pembangunan 

4) Bagian Perekonomian 

5) Bagian Kesejahteraan Rakyat 

6) Bagian Organisasi 

7) Bagian Keuangan 

8) Bagian Humas 

9) Bagian Tata Pemerintahan 



Gambar I V . l 

Stuktur Organisasi 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

SEKRETARIAT 
D P R D 

KELOMPOK 
J A F U N G 

BAOlAN 
LT-ILTii BAGIAN 

KEUANGAN 
B A C I A N 

P E R S J D A N G A N das H U K U M 

S U B a\CI,AN 
T A T A USAHA S U B a\CI,AN 
T A T A USAHA 
SUB BAGI.\N 

P E R L E N G K - A P . A N D-iN 
RUT.LAH T A N G G A 

SUB BAGI.\N 
P E R L E N G K - A P . A N D-iN 

RUT.LAH T A N G G A 

SL-B BAGl.AU 
K E P E G A W A I A N -

SL-B BAGl.AU 
K E P E G A W A I A N -

S U B BAGIAV ANGGARAN S U B BAGIAV ANGGARAN 
S U B BAGIAN 

. A K U N T A N S I D A N 
P E L . A P O R . A N 

S U B BAGIAN 
. A K U N T A N S I D A N 

P E L . A P O R . A N 

S U B B A G I A N ATRinKASI 
P E R 8 E N D A H . A R . A A N 

S U B B A G I A N ATRinKASI 
P E R 8 E N D A H . A R . A A N 

SUB BAGIAN PERSJDANGAN DAN RISALAH 
SUB BAGIAN PERSJDANGAN DAN RISALAH 
SL-B B.AGLAN tWKU'MENTASI DAN KEPUSTAKAAN 
SL-B B.AGLAN tWKU'MENTASI DAN KEPUSTAKAAN 

SUB BAGIAN HUKUM DAN LEOISLASI 
SUB BAGIAN HUKUM DAN LEOISLASI 

B A G U N HUMAS DAN PROTOKOL 

SUB BAGIAN HUMAS SUB BAGIAN HUMAS 

S U B B A G I A N 
D A T A INFORNLASl D A N 

S A N D I 

S U B B A G I A N 
D A T A INFORNLASl D A N 

S A N D I 

&im B A O I A N 
P R O T O K O L D A N 

P E R J A L A N A N DINAS 
&im B A O I A N 

P R O T O K O L D A N 
P E R J A L A N A N DINAS 

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, 2017 

http://pel.apor.an
http://pel.apor.an
http://PER8ENDAH.AR.AAN
http://PER8ENDAH.AR.AAN
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b. Pembagian Tugas Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

I) Bagian Hukum 

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 17 Tahun 2009 tentang 

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Kota Prabumulih. Tugas pokok Kepala Bagian HukumdanPerundang-

Undangan. Meiaksanakan sebagian tugas Asisten Pcmerinlahan daiam 

mereneanakan teknis operasional: Merumuskan kebijakan dan koordinasi 

teknis administrasi penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian 

Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian 

Produk dan Peraturan Perundang-Undangan,Memfasilitasi daii pembinaan 

pcrmasalahan Hukum serta Pelayanan Dokumcntasi Hukum. 

Dalam meiaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian menyelenggarakan fungsi: 

a) Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional analisa dan Pengkajian 

Produk Hukum dan Perundang-Undangan. fasililas dan pembinaan 

permasalahan Hukum serta pelayanan dokumcntasi I lukum; 

h ) Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian 

Produk Hukum dan Peraturan Perundang Undangan. fasilitas dan 

pembinaan permasalahan Hukum serta Pelayanan dokumcntasi I lukum; 

c ) Pengkt>ordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian Produk 

Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. fasililas dan pembinaan 

permasalahan Hukum serta pelayanan dokumcntasi Hukum: 



d) Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa 

dan pengkajian Produk Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, 

fasilitas dan pembinaan permasalahan Hukum serta pelayanan dokumentasi 

Hukum; 

e) Penyelenggaraan pembinaan administrasi analisa pengkajian Produk Hukum 

dan Peraturan Perundang-Undangan, fasilitas dan pembinaan pennasalahan 

Hukum serta pelayanan Dokumentasi Hukum; 

f) Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan peiaporan 

penyelenggaraan analisa dan pengkajian Produk Hukum dan Peraturan 

Perundang-Undangan, fesiiitas dan pembinaan permasalahan Hukum serta 

pelayanan Dokumentasi Hukum; 

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

h) Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi lainnya di Bidang Analisa dan 

Pengkajian Produk Hukum dan Perundang-Undangan, fasilitas dan 

pembinaan pennasalahan Hukum serta pelayanan dokumentasi Hukum. 

2) Bagian Umum 

Meiaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Analisis dan 

Penyimpanan Aset Daerah menyelenggarakan ftmgsi sebagai berikut: 

a) Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi 

analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta 
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pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengcndaiian aset pemerintah 

daerab. 

b) Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa kebutuhan 

pelayanan inventarisasi dan penghapusan ^r ta pengembangan pemanfaatan, 

pengawasan dan pengendalian aset daerah. 

c) Pengkoordinasian dalam pelaksanaan dan rumusan penyusunan 

kebijakan penyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan pelayanan 

inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, 

pengawasan dan pengendalian asel pemerintah dacrah: 

d) Penyelenggaraan pembinaan administrasi koordinasi analisa kebutuhan, 

pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, 

pengawasan dan pengendalian aset daerah. 

3) Bagian Pembangunan 

Fungsi pembangunan Sekretariat Daerah: 

a) Menyusun dan menyiapkan rencana program dan petunjuk teknis 

dibidang Pembangunan. 

b) Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijaksanaan perangkat 

daerah dibidang administrasi pembangunan. 

c) Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang 

administrasi pern ban gunan,melakukan monitoring dan pemantauan 

pelaksanaan pembangunan dan melakukan evaluasi dan peiaporan 

pelaksanaan hasil kegiatan pembangunan daerah. 
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d) Menghimpun data dan menyampaikan laporan realisasi kegiatan 

pembangunan . 

e) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga / instansi lain 

dibidang pern bangunan. menyusun rencana kegiatan pada bagian 

pembangunan.mclaksanakan tugas lain yang diberikan oieh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

f) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada sub bagian yang ada 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

4) Bagian Perekonomian 

Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok yaitu meiaksanakan 

penyusunan kebijaksanaan program dan petunjuk teknis pembinaan serta 

koordinasi dalam bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan 

monitoring perkcmbangan di bidang sarana perekonomian, perkcmbangan 

di bidang produksi daerah. perusahaan daerah.meiaksanakan dan 

mcngkoordinasikan kegiatan yang bcrhubungan dengan Perekonomian ke 

Dinas Dacrah serta Lembaga Icknis Dacrah.membcrikan pelayanan 

Administratif dalam menyelenggarakn tugas-tugas Pemerintahan Daerah 

serta pelayanan proses pencrbitan perizinan (Si l l) dan izin rekiame) 

5) Bagian Kesejahteraan rakyat 

Meiaksanakan tugas pokok kesra fungsinya Memberikan pelayanan 

administratif dalam pcnyeicnggaraan tugas-tugas Pemerintahan Dacrah 



3 9 

a) Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi di bidang Pendidikan, Keagamaan. Fasilitasi 

Penanganan Bencana Pasca Bencana dan Administrasi Sosial 

b) Pengendalian Sumber Daya Aparatur di Bidang Pendidikan, keagamaan, 

Fasilitasi Penanganan Bencana Pasca Bencana dan Administrasi Sosial. 

c) Menyelenggarakan Fungsi Lain yang diberikan oieh Walikota 

Prabumulih melalui Assistcn Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

sesuai dengan I'ugas dan Fungsinya. 

6) Bagian Organisasi 

Bagian Organisasi dipimpin oieh seorang Kepala Bagian. 

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakkan bagian 

tugas Asisten Administrasi daiam meiaksanakan teknis operasional, 

merumuskan kegiatan kebijakan dan koordinasi teknis admnistrasi 

penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan mekanisme dan prosedur 

ketalalaksanaan, penataan dan evaluasi kelenibagaan serta penyusunan 

analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur. Dalam 

meiaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud ini Kepala Bagian 

Organisasi menyelenggarakan fungsi : 

a) Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional 

penyusunan mekanisme dan prosedur ketalalaksanaan, penataan dan 
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evaluasi kelem bagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan 

perencanaan pendayagunaan aparatur. 

b) Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis penyusunan 

mekanisme dan proscdUr ketalalaksanaan, penataan dan evaluasi 

kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan 

pendayagunaan aparatur 

c) Pengkoordinasian rumusan penyusunan mekanisme dan prosedur 

ketalalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan 

analisa formasi jabatan dan pcrencanaan pendayagunaan aparatur; 

d) Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan 

penyusunan mekanisme dan prosedur ketalalaksanaan, penataan dan 

evaluasi kelcmbagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan 

pcrencanaan pendayagunaan aparatur. 

e) Penyelenggaraan pembinaan administrasi penyusunan kebijakan 

penyelenggaraan penyusunan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, 

penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan analisa formasi 

jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur; 

f) Penetapan perumusan analisa. monitoring, evaluasi dan laporan 

penyelenggaraan penyusunan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, 

penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan analisa formasi 

jabatan dan perencanaan pondayaguanaan aparatur; 

7) Bagian Keuangan 
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Bagian Keuangan dipimpin oieh seorang Kepala Bagian Kepala Bagian 

Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun anggaran dan mengurus 

keuangan serta menyiapkan laporan keuangan Kepala Daerah / Wakil 

Kepala D^rah dan Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.Dalam menjalankan 

tugas pokoknya, Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a) Menyusun anggaran keuangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 

dan Sekretariat Daerah Kola Prabumulih. mengurus Keuangan untuk 

keperluan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah 

Kota Prabumulih. Mengurus Laporan Keuangan menyusun anggaran dan 

mengurus keuangan serta menyiapkan laporan keuangan Kepala Daerah / 

Wakil Kepala Dacrah dan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih. 

8) Bagian Humas 

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 17 Tahun 2009 tentang 

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan fata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Kola Prabumuiih dalam Wilayah Kota Prabumulih. 

a) Melakasanakan sebagian tugas Asisten Bidang Administrasi Umum 

dalam mereneanakan teknis operasional; 

b) Merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan 

ramusasn kebijakan dan Pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah melalui pelayanan Kchumasan; 
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c) Merumuskan Kebijakan dan Koordinasi Teknis Administrasi penyusunan 

rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas daerah dan Lembaga 

teknis daerah melalui pelayanan Ketatausahaan dan persandian. 

d) Merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrasi penyusunan 

rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga 

Teknis Derah melalui Pelayanan Keprotokolan dan Perjaianan Dinas. 

9) Bagian Tata Pemerintahan 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam 

melakukan pembinaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi 

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, tugas 

pembantuan, pertanahan dan pembinaan kecamatan. 

a) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan umum, otonomi daerah, tugas pembantuan dan pertanahan, 

b) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah bawahan, 

c) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan 

pembinaan pemerintahan kecamatan. 



43 

B. Pembahasan Hasil Peneiitian 

\. Analisis Terhadap Siklus Pengelolaan Asct/Barang Milik Daerah Pada 

Sekretariat Dacrah Kota Prabumulih 

Pengelolaan barang milik daerah yang berpedoman pada Permendagri 

No. 17 Iahun 2007 dapat membantu pemerintahan daiam menyusun dan 

terutama menerapkan pengelolaan aset tetap yang dimiiiki. Sekretariat Daerah 

Kola Prabumulih telah berpendoman pada Permendagri No. 17 tahun 2007 yang 

memiliki 13 (tiga bclas) siklus pengelolaan barang: Perencanaan Kebutuhan 

dan penganggaran. Siklus Pengadaan, Siklus Penerimaan, Penyimpanan dan 

Penyaluran. Siklus Penggunaan, Siklus Penatausahaan. Siklus Pemanfaatan. 

Siklus Pengamanan dan Pemeliharaan, Siklus Peniiaian, Siklus Penghapusan, 

Siklus Pemindah Tanganan, Siklus Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, 

Siklus Pembiayaan, Siklus Tuntutan Ganti Rugi. 

Sekretariat Dacrah Kota Prabumulih walaupun telah menerapkan dan 

berpedoman pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 masih ada beberapa siklus 

yang belum berjaian dengan baik seperti: Siklus Penatausahaan aset telap yang 

dimiiiki untuk perhitungan penyusutan pada penginventarisasi barang belum 

dilakukan. Siklus Penghapusan pada penghapusan barang yang berstatus rusak 

berat belum diajukan untuk penghapusan dan aset-a-set tersebut masih di catat 

pada neraca dan pada tahun 2012 Surat Keputusan (SK) Waiikota Prabumulih 

Nomor 581 lenlang Penghapusan Dengan Tindak i^anjutan Pemusnahan 

Barang Inventaris Milik Pemerintahan Kota Prabumulih Berupa Alat-Alal 



Kantor Pada Sekretariat Daerah Kota Prabumuiih belum ada tindak lanjutan 

untuk pemindah tanganan dari tindak lanjutan dari penghapusan. Masalah ini 

timbiil akibat pengelolaan aset tetap sebelumnya yang kurang baik sehingga 

permasalahan yang di hadapi setiap tahun juga tetap sama. 

Sekretariat Daerah Kota Prabumuiih merupakan salah satu perangkat kerja 

pemerintahan daerah kota Prabumulih, sesuai dengan visinya yailu 

"Terwujudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota Prima Dan Berkualitas 

(Prestasi,Religius,inovatif,Mandiri dan Aman)" maka ditetapkan visi yang 

ingin diwujudkan oieh Sekretariat Daerah Kota Prabumulih sebagai berikut: 

"Terwujudnya Citra Positif Pemerintah Kota Prabumulih Melalui Pelayanan 

Informasi dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas" untuk menunjang 

Prabumulih Prima hanis lah ditunjang dengan fasillitas prasarana yang 

memadai. Untuk menjaga aset-aset tersebut dibutuhkan sumber daya manusia 

yang bcrkompeten dan didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup serta 

terkciolah dengan baik. Menjaga aset-aset tersebut baik aset telap yang bernilai 

sejarah maupun aset tetap yang digunakan untuk mendukung kinerja unit-unit 

kerja Sekretariat Daerah Kota Prabumulih berpendoman pada Peraturan Mentri 

Dalam Negeri yaitu Permendagri No. 17 I ahun 2007. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas/pengurus barang yang ada 

pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih masalah yang ada dalam pengelolaan 

asel Ictap yaitu tidak lengkapnya dokumen-dokumen sumber atas aset-aset 

tersebut \ang menyebabkan beberapa masalah seperti tidak optimalnya 

penatausahaan aset, peniiaian aset, serta penghapusan aset. Masalah ini timbul 
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akibat penatausahaan atas aset sebelumnya yang kurang baik, sehingga sampai 

saat ini masalah yang dihadapai juga tetap sama. Walaupun telah berpendoman 

pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 dalam mengelola aset, Sekretariat 

Daerah Kota Prabumulih masih mengalami beberapa kendaii. 

a) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 

Sekretariat Daerah Kota Prabumuiih salah satu bagian 

pemerintahan di kota Prabumulih yang memilik beberapa aset tetap untuk 

pengelolaan aset tetap Sekretariat Daerah Kota Prabumulih telah 

beipedoman dengan Permendagri No. 17 tahun 2007 yang dimana pada 

pasal 7 telah dijelaskan Perencanaan Kebutuhan Barang Mi l ik Daerah 

setelah mcmperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada, 

perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam 

rencana kerja dang anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan 

mcmperhatikan data barang ymig ada dalmn pemakaian dan perencmiaan 

kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana keija pemerintahan daerah 

yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan standard harga yang 

ditetapkan dengan peraturan keputusan kepala daerah. 

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk barang yang 

dibutuhkan oieh bagian-bagian atau unit kerja dengan mcmperhatikan 

barang yang dibutuhkan, dimana dibutuhkan, bilamana dibutuhkan, berapa 

biaya, siapa yang mengurus dan siapa yang mengadakan. Perencanaan 



kebutuhan ini dibuat untuk mengantikan barang/asct yang sudah muiai 

rusak. sudah rusak. barang yang sudah tua, serta rencana dan kebutuhan lain 

yang di anggap perlu untuk dimasukan dalam perencanaan. Setclah 

melakukan perencanaan sekretariat daerah kota prabumulih menyusun 

rencana kebutuhan barang serta rencana pemeliharaan barang sesuai dengan 

standard dari sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. 

Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran yang dilakukan 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih dari perencanaan barang untuk rencana 

kerja petugas/pengurus sudah melihat ketersediaan barang milik daerah 

yang masih ada kondisi barang tersebut dari yang muiai rusak sampai sudah 

rusak sebagaiman jika barang tersebut dianggap diperlukan barang-barang 

tersebut dimasukan ke dalam pcrencanaan dan penganggaran tersebut sesuai 

dengan standard dari sarana dan prasarana yang di tetapkan dan harga sesuai 

dengan yang di tetapkan. Proses perencanaan kebutuhan dan pcnganggaran 

pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih telah dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan yang dibutuhkan tiap-tiap unti kerja dan berpendoman pada 

standarisasi sarana yang dibutuhkan tiap-tiap unit kerja dan berpendoman 

pada standarisasi sarana dan prasarana keija pemerintahan daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan standard harga yang 

ditetapkan dengan keputusan kepala dacrah. 

b) Pengadaan 



Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pengelolaan barang milik daerah 

pada Sikus Pengadaan yaitu pelaksanaan barang milik daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip efiesien, efektif, transparan dan terbuka, 

bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang milik 

daerah dilaksanakan oieh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. 

panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan 

kepuutusan kepala daerah, serta kepala daerah dapat melimpahkan 

kewenagan kepada SKPD untuk membcntuk panitia pcngagda^. 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih melakukan pemenuhan 

kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang milik daerah 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efiesien, efektif, transparan dan 

terbuka, bcrsaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pelak.saan 

pengadaan diiakukan terbuka dan transparan oieh petugas/pengurus barang 

miiik daerah yang ada di Sekretariat Dacrah Kota Prabumulih dan 

pengadaan barang di laKsanakan olch panitia pengadaan yang panitia 

dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) oieh kepala daerah. Panitia yang 

telah dibentuk berdasarkan surat Keputusan dari kepala daerah untuk 

pengecekan kciayakan barang atas pengadaan semua diserahkan kepada 

panitia. 

Pengadaan Barang Milik daerah yang di lakiikan oieh Sckretarial 

Daerah Kota Prabumulih telah sesuai dengan Permendagri No. 17 tahun 

2007. Pengadaan Barang Yang dilakukan terbuka dan Transparan. 

Pengadaan dilaksanakan oieh Panitia pengadaan yang di bentuk berdasarkan 
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Surak Keputusan (SK) dari Kepala Daerah. Pengadaan barang dilakukan 

dengan prinsip ketertiukaan, pembentukan panitia pengadaan serta 

menghubungi pihak lelang dengan pengecekan/pemcriksaan barang tersebut 

telah berjaian dengan baik. 

c) Penerimaan, Penyimpanan dan penyaluran 

Permendagri No. 17 Tahun 2007 hasil pengadaan barang diterima 

oieh penyimpan barang, penyimpan barang sebagaiman dimaksud 

berkewajiban meiaksanakan tugas administrasi penerimaan barang miiik 

daerah, serta penerimaan barang milik daerah sebagaiman dimaksud 

selanjutnya di simpan pada gudnag atau tcmpat penyimpanan. Penyaluran 

barang milik daerah oieh penyimpanan barang dilaksanakan atas dasar surat 

pengeluaran barang dari pengguna/kuasa disertai dengan berita acara. 

Penerimaan dilakukan digudang atau tempat penerimaan lain, diterima oieh 

penyimpan barang/pengurus barang. Pada saat penyaluran barang untuk 

pcrorangan dibuat surat penyaluran atau sural penunjukan/pemakaian. 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih dalam hal penyaluran telah sesuai 

dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 sebagai mana berikut: 

1) Penerimaan 

Hasil pengadaan barang kemudian diterima oieh pengurus barang yang 

ada di sekretariat daerah kota prabumulih yang dilaksanakan pada 

gudang penyimpanan. Penerimaan barang di lakukan setelah diperiksa 

oieh panita pemeriksaan barang daerah dengan pcmbuatan berita acara. 
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2) Penyimpanan 

Penyimp^an diiakukan oieh petugas/pengurus barang yang ada di 

sekretariat daerah kota prabumulih sehingga ketika diperlukan dapat 

dilayani dengan cepat dan tepat. 

3) Penyaluran 

Penyaluran merupakan kegiatan untuk melakukan pengiriman dari 

gudang penyimpanan ke unit-unit yang membutuhkan. Untuk 

menyalurkan barang ke unit kerja penyimpanan barang pada 

petugas/pengurus yang ada di sekretariat daerah kota prabumulih 

membuat surat pengeluaran barang yang telah disalurkan ha! ini dibuat 

untuk pertanggungjawban apabila kemudian hari barang di pergunakan 

tersebut hilang atau rusak. 

Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Pada Sekretariat daerah telah 

sesuai dengan Permendagri No. 17 tahun 2007 pada penyimpanan semua 

barang dari hasil pengadaan telah di terima petugas/pengurus yang telah 

di catat sebagaimana daiam berita acara. Pengurus/petugas Sekretariat 

Daerah Kota Prabumulih barang milik daerah yang telah diterima oieh 

petugas/pengurus yang telah di simpan di gudang atau tempal 

penyimpanan setiap pengeluaran barang ke unit-unit kerja yang 

membutuhkan membuat surat pengeluaran barang atas dasar 

pertangungjawban. 
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d) Penggunaan 

Pennendagri No. 17 Tahun 2007 yang menjelaskan barang milik 

daerah ditetapkan status pcnggunaannya untuk pcnyclcnggaran yugas pkok 

dan fungsi SKPD dan dapat diopcrasikan olch pihak lain dalam rangkan 

mendukung pelayanan umum sesuai lugas pokok dan fungsi pokok yang 

bersangkutan. Serta status penggunaan barang milik daerah ditetaptkan 

dengan keputusan kepala daerah, pengguna mclaporkan barang milik daerah 

yang diterima kepada pengeiola disertai dengan usul penggunaanya dan 

pcngelola mcneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud untuk status 

penggunanya. 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih untuk peiaporan aset/barang 

miiik daerah yang dimiiiki baik yang begerak maupun yang tidak begerak 

kepada waiikota Prabumulih melalui pengelolah discrtui usulaii status 

penggunaan untuk kemudian diteiiti dan ditetapkan status pcnggunaannya 

oieh walikota Prabumulih. Setelah ditctatpkan status penggumiannya, kepala 

bagian stx;retariat daerah kota prabumuiih melalui petugas/pengurus barang 

melakukan inventaris dan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah 

yang digunakan. Sekretariat Daerah Kota l*rabumulih telah mclaporkan 

usuian pcngunaan barang milik daerah untuk ditetapkan status pcngunaan 

dengan bagian-bagiannya. 
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Sekretariat Daerah Kota Prabumulih pengelolaan barang milik 

dacrah dalam penggunaan nya telah sesuai dengan Permendagri No. 17 

Tahun 2007 semua barang milik dacrah baik yang begerak maupun tidak 

bergerak seialu mengusulkan kepada kepala daerah untuk status 

penggunaannya. Status penggunaan yang telah di tetapkan untuk 

pelaksanaan penggunaan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi SKPD mclalui petugas/pengurus barang milik dacrah pada 

Sekretariat Daerah melakukan pencatatan terhadap barang milik daerah 

yang digunakan. 

Tabcl IV. I 
Kartu Inventaris Barang A ( K I B A ) 

Tanah 
Jenis/Nama Barang penggunaan Asal - Usui 

Tanah tugu peringatan Gerbang batas PBM Barat Hibah 

Tanah bangunan sejarah Taman kota Prabumulih Hibah 

Tanah bangunan balai Balai desa cambai APBN 

Tanah bangunan gedung Penyuluhan pertanian APBN 

Sumber: kartu inventaris barang (KIB) A 

Sekretariat Dacrah kota Prabumulih proses pcngunaan yang ada 

pada KIB A telah sesuai dengan permendagri No. 17 yang di nyatakan bahwa 

tanah tugu peringatan telah digunakan sebagai gerbang batas PBM Barat aset 

tanah yang di dapat dari hibah telah digunakan sesuai dengan jenis/nama 

barang nya. tanah bangunan sejarah tanah ini telah digunakan dalam 
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pembangunan taman kota yang dimanfaatkan oieh masyarakat prabumulih 

dan tanah ini diperoieh dari hibah, tanah bangunan balai di gunakan untuk 

pembangunan balai desa di cambia pcngunaan tanah telah sesuai dan tanah ini 

di peroleh dari pembelian APBN dan bangunan-bangunan lainnya telah 

sesuai dengan pcngunaan yang telah di terapkan pada Permendagri No. 17 

tahun 2007. 

e) Penatausahaan 

Permendagri No. 17 tahun 2007 pada penatausahaan di jeiaskan 

bahwa pengguna/kuasa melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik 

daerah ke dalam daftar barang pengguna, daftar barang pengguna/kuasa 

menurut pcnggolongan dan kodefikasi barang. Barang-barang pada 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih tahun anggaran yang baru yang 

memiliki dokumen yang dilengkap telah dicatat sesuai dengan pendoman. 

Untuk barang-baiang anggaran yang lama yang mempunyai masalah seperti 

barang yang lidak memiliki dokumen dicatat tetapi tidak dicantumkan harga 

serta barang yang lidak ada (isiknya Iagi dicatat dengan dibuat keterangan 

rusak berat. 

Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dimuat 

dalam kartu inventaris barang (KIB) A, B, C, D, E dan F. serta pembantu 

pengeiola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang 

milik daerah sebagaimana dimaksud dalam daftar barang milik daerah. 

Kegiatan penatausahaan aset pada sekretariat dacrah kota Prabumulih yaitu 

melakukan 3(tiga) kegiatan yang meliputi: 
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1) Pembukuan 

Sekretariat Daerah kota Prabumulih sebagai pengguna/kuasa pengguna 

barang melakukan mendaftaran dan pencatatan barang milik daerah serta 

menggolongkan barang ke daiam kartu inventaris barang (KIB) yang 

dibagi menjadi 6 (enam) golongan yaitu KIB A tanah, KIB B Peralatan 

dan Mesin, KIB C Gedung dan Bangunan, KIB D Jalan Irigasi dan 

Jaringan, KIB E Aset Tetap Lainnya, dan KIB F Konstruksi dalam 

Pengerjaan. Setiap ruangan dibuat juga kartu invenlaris Ruangan (KIR) 

yang telah diietakan pada tiap-tiap ruangan. 

Tabel IV. 2 
Kartu Inventarisasi Barang K I B A 

Tanah 
Jenis/Nama 

Barang 
K o d e Barang Reg i s tw Luas Tanah Le tak /Alamat 

Tanah untuk 
tugu peringatan 

01.01.13.11.02 000.1 Jl . jendral 
sudirman 

Tanah untuk 
hangunan 
bersejarah 

01.01.1 T04 .10 000-1 JLprabujaya 

Tanah 
bangunan balai 

01.01.11.04.10 000.3 12.442 ( m 2 ) Desa cambia 

Tanah 
bangunan 
gedung 

01.01.11.02.03 000.3 10-102 { m 2 ) J l . Pipa 
kel .cambai kota 
p r a b u m u l i h 

Sumber: Kartu inventaris barang (KIB A) 

Pembukuan yang di lakukan oieh sekretariat daerah kota 

prabumulih telah sesuai dengan Permendagri dari Kib .A, sekretariat kota 

Prabumulih mencatat kode barang, register dan begitu pula dengan KIB 

B. hal ini telah sesuai dengan Permendagri No. 17 tahun 2007 untuk 



pembukuan akan aset-aset yang dimiiiki oieh Sekretariat Daerah Kota 

Prabumulih untuk kode barang menunjukan bahwa kode untuk tanah 

yang dimiiiki dan mcmpemiudah penguna/kuasa untuk mengecek atau 

memklarifikasi suatu saat ada kcsalahan atau pun penanyaan akan barang 

tersebut. 

2) Inventarisasi 

Sekretariat dacrah kota Prabumuiih teiah melakukan pencatatan, 

penyimpanan barang kemudian melakukan inventarisasi atas barang 

milik daerah yang ada pada sekretariat daerah kota Prabumulih. Kegiatan 

inventarisasi meliputi perhitungan, pengurusan, penyelcnggaran, 

pcngaturan, pencatatan data dan peiaporan barang milik daerah dalam 

unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris, 

yang meliputi data lokasi, jcnis/mcrk type, jumlah, ukuran, harga, tahun 

pembelian, asal barang dan keadaan barang. Pengeiola dan pengunan 

meiaksanakan sensus barang miiik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali 

untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris serta 

rekapitulasi barang milik pemerintah daerah, serta pengeiola bertangung 

jawab atas pelaksanaan barang milik daerah. 

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan 

mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka 

pengendalian. pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang, 

penyusutan yang dilakukan sekretariat belum dilakukan untuk 

pcnyusutanPeralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, serta 
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Jaian.irigasi dan jaringan daiam peneiitian ini akan mengakumulasikan 

penyusutan terhadap Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan serta 

jalan, irigasi dan jaringan metode yang akan dilakukan dengan 

mengunakan metode garis lurus. 

3) Kegiatan Peiaporan 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih sebagai penguna biwang milik 

daerah yang di kelola telah membuat dan menyampaikan laporan 

pengguna barang 5 (lima) tahunan kepada Walikota Prabumulih. 

Sckretarial Dacrah Kota Prabumulih juga melakukan kodefikasi untuk 

barang-barang miiik daerah baik yang begerak maupun yang lidak 

begerak guna untuk mengamankan dan memberikan kcjelasan status 

penguna barang yang digunakan setiap sub bagian. 

Sekretariat Kota Prabumulih pada Siklus penatausahaan belum 

berjaian dengan baik karena pada pencatatan penginventarisasi barang 

milik daerah setiap tahunnya pada neraca tidak adanya nilai akumulasi 

penyusutan pada Perlatan dan mcsin. Gedung dan Bangunan dan jalan, 

irigasi dan jaringan. Padahal barang-barang milik daerah ini seharusnya 

mclaporkan penyusutan akan barang-barang setiap tahunnya. 

Pemanfaatan 

Permendagri No. 17 tahun 2007 menjelaskan lenlang pemanfaatan 

barang milik daerah berupa tanah/bangunan, seiain tanah dan bangunan 

yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
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SKPD telah dipersctujui. pemanfaatan barang milik dacrah berupa lanah 

alau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelcnggaran 

tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oieh pengeiola setelah 

mendapatkan persetujuan kepala daerah. Pemanfaatan barang milik daerah 

seiain tanah dan bangunanan yang tidak dipergunakan diserahkan kembali 

olch pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari kepala dacrah, bcntuk-

bcntuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, 

kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna. 

Barang milik daerah yang diserahkan kepada petugas/pengurus Sekretariat 

Daerah Kota Prabumulih yang tidak di manfaatkan akan diserahkan kembali 

kepada pengeiola untuk dimanfaatkan. Kegiatan pemanfaatan ini agar 

aset/barang milik dacrah yang tidak di manfaatkam atau tidak dipergunakan 

sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini meliputi pinjam pakai, 

sewa, kerja sama pemanfaatan untuk masyarakat, bangun guna serah yang 

tidak mcngubah status kcpcmilikan. 

Sekretariat daerah Kota Prabumulih dalam pengelolaan 

pemanfaatan barang milik daerah telah berjaian sesuai dengan pcrmendagri 

No. 17 Tahun 2007 yang dimana telah dijelaskan diatas. Semua barang milik 

daerah dari kegiatan pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan untuk 

masyarakat bagun serah dan serah bangun teiah dijalankan dengan baik 

sesuai dengan pendoman yang ada. Sekretariat Dacrah Kota l*rabumulih 

pada transparansi tidak ada terhadap data aset yang dimanfaatkan sehingga 



peneliti tidak mengetahui secara jelas barang milik daerah yang 

dimanfaatkan Sekreteriat Daerah. 

g) Pengamanan dan Pemeliharaan 

Permendagri No. 17 tahun 2007 menjelaskan pengaman dan 

pemeliharaan barang milik daerah pengeiola, penguna/kuasa wajib 

melakukan pengamanan barang miiik daerah yang berada dalam 

penguasaannya, pengamanan dimaksud pengamanan administrasi meliputi 

kegiatan pembukuan, inventarisasi, peiaporan dokumen kepemiiikan, 

pengamanan fisik untuk mencegah teijadinya penurunan fungsi barang, 

pcnurunan jumlah barang dan hilangnya barang dan pada tanah dan 

bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas 

pengamanan hukum antara lain melengkapi bukti status kepemiiikan. 

Pemeliharaan barang milik dacrah pengguna bertanggung jawab atas 

pemeliharaan barang milik daerah yang dibawah penguasaannya 

berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah serta 

biaya pcmeliharaan barang milik daerah di bebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Kegiatan yang ada pada Sekretariat daerah 

pada pengaman dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai berikut: 

I ) Pengamanan 

Pengamanan yang telah di lakukan oieh secretariat daerah dengan 

mengodefikasi barang yang bergerak maupun yang tidak begerak untuk 

tanda kepsimilikan bahwa barang tersebut milik daerah, serta dilakukan 
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pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilkan bahwa aset tersebut 

mihk daerah. Pengaman yang dilakukan untuk administrasi dengan cara 

pencatatan, penjagaan bukti kcpcmilikan berupa bukti kepemiiikan pada 

kcndaraan dan faktur pembelian. Pada barang yang tidak begerak 

menjaga bukti kepemiiikan seperti berita serah terima, surat perjanjian 

dan akte jual bcli. 

2) Pemeliharaan 

Sekretariat daerah kota prabumulih melakukan pemiliharaan dengan 

barang baik ringan, sedang maupun berat. Barang ringan pemeliharaan 

dilakukan dengan membcrsihkan dan menjaga barang milik dacrah 

secara rutin setiap hari untuk menjaga barang tersebut dari kerusakan. 

I*cmeiiharaan sedang dilakukan oieh tenaga ahli yang dilakukan secara 

bcrkaia dan mcngakibatkan pembebanan anggaran contoh pemeliharaan 

scdang pada AC, Komputer atau barang Iainya yang bcrmasalah. 

Pcmeliharaan berat dilihat dari asct-aset yang tcrbengkalai atau tidak 

digunakan sehingga terjadi kerusakan yang parah misal pada gedung 

serba guna ada nya kebocoran sehingga pcmeliharaan dibcbankan pada 

anggaran. 

Sekretariat Daerah Kola Prabumulih siklus pengamanan dan 

pemeliharaan barang milik daerah telah sesuai dan berjaian dengan baik 

dengan Pcrmendagri No. 17 tahun 2007 pengurus/petugas Sckretarial 

Dacrah Kota Prabumulih leiah melakukan pengktxlean terhadap barang 

milik dacrah baik yang begerak maupun tidak begerak sesuai dengan 
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peraturan yang ada. Pcmeliharaan barang milik dacrah yang memang 

memeriukan untuk pembiayaan telah sesuai dan biaya di bebankan 

dengan anggran, pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku saat ini. 

Tabel IV. 3 
Kartu Inventaris Barang B ( K I B B) 

Peralatan dan Mesin 

Kode barang Nama/Jenis barang 

2.3 Angkutan darat 

2.6 Alat kantor dan RT 

2.6.1.4 Alat penyimpanan perlengkapan 

2.6.1.5 Alat kantor lainnya 

2.6.2.1 Alat polish washing 

2.6.2.6 Alat RT (use home) 

2.4.6.76 Lemari arsip 

Sumber: Kartu inventaris barang (KIB B) 

Pengkodean yang di lakukan oieh Sekretariat Dacrah Kola 

Prabumulih telah diiakukan seperti tabei di atas sebagian besar hampir 

seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada di Sckretarial 

Daerah Kota Prabumulih untuk pengaman dan pcmeliharaan telah 

dilakukaan pengokdean, kode yang digunakan seperti kode yang ada 

pada KIB B. Sekretariat Daerah Kota Prabumulih telah melakukan 
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pengaman aset dengan baik untuk aset tetap yang dikclolanya baik yang 

bergcrak atau pun yang tidak bergerak. pemeliharaan juga diiakukan 

untuk aset tertentu yang memang memeriukan pemeliharaan secara 

rutin. Seiain untuk pengamanan barang yang dimiiiki pengkodean ini 

jug untuk mempcrmudah pengguna/kuasa dalam pclaporan dan 

pencatatan pengelompokan barang-barang tersebut. 

h) Peniiaian 

Permendagri No.17 Tahun 2007 yang menjelaskan peniiaian 

barang milik dacrah dilakukan dalam rangka penyusunan 

ncraca,pcmanfaatan dan pemindahtanganan barang miiik daerah. Penetapan 

nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintahan 

daerah dilakukan dengan pendoman pada standard akuntansi pemerintahan 

(SAP), peniiaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud daiam pasal 

50.dilaksanakan oieh tim yang ditetapkan olch pemerintah daerah. 

Peniiaian barang yang dilakuk Sekretariat Daerah Kota Prabumulih ada 

beberapa nilai aset yang telah diusulkan untuk peniiaian Penetapan nilai 

yang dilakukan oieh sekretariat daerah kota prabumulih telah berpendoman 

dengan Slandar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pembualan neraca. 

Sckretarial Daerah Kota Prabumulih telah mcngusulkan beberapa asel yang 

belum memiliki nilai untuk peniiaian tetapi tidak semua nya diusulkan 

untuk peniiaian barang milik daerah memiliki nilai kecuali barang milik 

dacrah yang di dapatkan karena hibah semua barang milik daerah memiliki 



dokumen akan peniiaian ini tersendiri. Sekretariat Dacrah Kota Prabumulih 

dalam peniiaian barang milik daerah telah berjaian dengan baik sesuai 

dengan Permendaggri No.17 tahun 2007 dimana hal nya semua barang milik 

daerah penilaimi sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan yang 

berlaku. 

i) Penghapusan 

Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan tctang Penghapusan 

barang milik daerah dengan tindak lanjutan pemusnahakan dilakukan 

apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat dipergunakan, tidak dapat 

di manfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau dengan akisan lain 

sesuai dengan peraturan perundang-undnagan. Pemusnahan barang 

dilaksanakan oieh pengguna dengan keputusan dari pengeiola setelah 

mendapatkan peraetujuan kepala daerah. 

Pengahapusan barang milik daerah dilakukan apabila terdapat mutasi 

barang, barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat digunakan 

dan apabila diperbaiki tidak ekonomis, serta kecelakaan/alasan iain yang 

tidak terduga. Barang-barang tersebut di tindak lanjuuti dengan Iclang, 

disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. Pelaksanaan proses 

penghapusan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

mengidentifikasi barang-barang milik daerah yang perlu dihapuskan serta 

alasan alasan yang tepat unluk melakukan penghapusan tersebut. Setclah 

melakukan identiflkasi proses selanjutnya adalah melakukan pengusuian 
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kepada kepala bagian mclalui pengelolaan untuk aset-aset daerah yang layak 

untuk dihapuskan dengan didasarkan pada pcrlimbangan-pcrlinrtbangan 

yang ada baik teknis maupun ekonomis. Setclah di setujui kemudian 

menerbitkan surat keputusan menindak lanjuti penghapusan barang milik 

daerah dan melakukan pencatatan atas aset yang telah dihapuskan. 

l*roses penghapusan pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

bclum berjaian dengan baik dapat dilihat bahwa barang-barang yang tercatat 

di aset yang bersatus rusak berat senilai Rp 415.318.050 belum diajukan 

untuk dihapuskan dapat dilihat pada Tabel I . l pada Peralatan dan Mesin, 

seharusnya aset ini segera dibuat pengajuan untuk diiakukan penghapusan 

dikarenakan aset ini rusak dan tidak dapat digunakan. Pada tahun 2012 

bclum ada tindak lanjutan terhadap surat keputusan (SK) walikota 

Palembang tentang penghapusan barang dan pemusnahan barang yang 

senilai RP 217.072.050 sampai saat ini masih tercatat sebagai aset Iainya 

pada neraca dapat dilihat pada tabel 1.2 aset ini belum di tindak lanjuti 

dikarenakan tidak adanya bukti fisik maupun dokumen dari barang yang 

akan dihapuskan tersebut akibat buruknya pengelolaan ascl sebelumnya. 

Sekretariat Kota Prabumulih dalam hal penghapusan barang milik daerah 

belum berjaian dengan baik dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 

dimana masih banyak barang berstatus rusak yang tidak dapat dipergunakan 

Iagi dan dimanfaatkan Iagi tetapi belum diajukan untuk pcngahapusan 

barang milik dacrah. Dari surat keputusan yang telah di keluarkan walikota 

prabumulih masih tercatat sebagai asel Iainya pada neraca padahal barang 



yang rusak telah di putuskan untuk penghapusan dan pemusnahan barang-

barang tersebut. Sekretariat Daerah Kota Prabumulih telah mengajukan 

barang-barang yang bersatus rusak setiap tahun nya untuk di tindaklanjuti 

penghapusan. 

j) Pemindahtanganan 

Permendagri nomor 17 taun 2007 menjciaskan tentang 

pemindahantangan barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat 

dipergunakan Iagi dihapus dati daftra inventaris barang, penghapusan 

barang sesuai dengan pcrundang-undangan yang berlaku, serta barang milik 

daerah yang dihapuskan dan dimusnahkan mempunyai nilai ekonomis untuk 

di pelelangan umum/pelelangan terbatas atau disumbangkan /hibah kepada 

pihak lain. Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan 

kepemilikikan sebagai tindak lanjutan dari penghapusan. Pemindahtanganan 

dapat berapa penjualan dan tukar menukar, hibah dan penyertaan modal 

pemerintah daerah. Untuk saat ini sekretariat daerah kota prabumulih bclum 

melakukan pemindahtanganan dalam bentuk apapun. terhadap tindak 

lanjutan dari penghapusan barang milik daerah yang dikelolah oieh 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih karena semua barang yang di hapuskan 

dan di musnahkan ini hanya ada Catalan nya tidak ada barang fisik dari 

pengelolaan barang sebelumnya jadi permasalah yang dihadapi setiap tahun 

nya juga sama. 



Sekretariat Kota Prabumuiih dalam siklus pemindahlanganan 

belum beaja'̂ n dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 

2007 yang telah dijelaskan di atas.Menjalankan siklus pemindahtanganan 

menurut dan sesuai dengan pendoman bahwa barang milik daerah yang 

dihapuskan yang masih mempunyai nilai ekonomis bisa dilelangkan atau di 

hibahkan letapi p^la Sekretariat dacraii kota Prabumulih belum 

menjalankan hal ini dikarenakan barang milik daerah yang dihapuskan ini 

tidak memilik barang fisik maka itu iah permasalahan setiap tahunnya yang 

dialami Sekretariat Kota Prabumulih. Sekretariat Daerah Kota Prabumulih 

pada saat ini beium melakukan pemindahtanganan dalam bentuk apapun 

terhadap tindak lanjut dari penghapusan karena setelah penghapusan dan 

pemusnahan barang-barang tersebut di angap hilang. 

k) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 

Pennendagri Nomor 17 Iahun 2007 menjelaskan tentang 

Pembinaan, Pengawasam dan Pengendalian yaitu menteri dalam negeri 

melakukan pengelolaan barang milik daerah. kepala daerah melakukan 

pengendalian pengelolaan barang milik daerah, penguna barang melakukan 

pemantauan dan penertiban terhadap [Knggunaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, penatausahaan. pemilahraan dan pengamanan barang 

milik daerah yang berada di bawah penguasaannya. 

Sekretariat daerah Kota Prabumulih melakukan untuk menjamin 

kehuicaran penyelcnggaran pengelolaan barang milik daerah secara 
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berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan 

pcngendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi 

pengelolaan barang milik daerah. Sekretariat Daerah Kota Prabumulih telah 

melakukan perbaikan dalam pengelolaan barang milik dacrah, dcng^ 

mengikuti pelatihan tentang pengelolaan barang milik daerah. Pelatihan 

sangat penting karena dapat meningktkan kualitas manusia dalam 

mengelolaah barang milik darerah dengan baik. 

Penyimpanan olch petugas/pengurus barang juga melakukan 

pengendalian terhadap barang milik daerah agar barang milik daerah yang 

dipergunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan 

juga dilakukan agar pengelolaan barang milik dacrah yang dikelola oieh 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih seialu berpendoman pada peraturan 

yang berlaku (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007) 

Sekretatriat Dacrah Kota Prabumulih siklus pembinaan, 

pcngendalian dan pengawasan telah berjaian dengan baik dengan 

Pennendagri No. 17 tahun 2007 sebagaimana telah dijelaskan bahwa 

melakukan pemantauan dan penertiban terhadap barang milik daerah yang 

dimiiiki serta Sekretariat telah meningkatkan kualitas Sumber daya manusia 

dalam wawasan untuk pemantauan dan penertiban barang milik daerah yang 

dimiiiki. Sekretariat Daerah Kola Prabumulih tcrus melakukan perbaikan 

dalam pengelolaan barang milik daerah yang digunakan dan melakukan 

pengawasan terhadap barang yang digunakan. 



1) Pembiayaan 

Permendagri Nomor 17 Iahun 2007 yang menjelaskan tentang 

pembiayaan dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik 

dacrah, discdiakan anggaran yang dibcbankan pada anggaran pendapatan 

dan belanja daerah, pejabat/pegawao yang meiaksanakan pengelolaan 

barang milik daerah yang menghasiikan pendapatan dan penerimaan daerah 

di berikan insentif. Penyimpanan barang dan pengurus barang dalam 

meiaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besamya dengan 

kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala 

dacrah. 

Sekretariat Daerah kota l*rabumulih telah mcnertcrtib dalam 

administrasi petugas/pengurus setiap aset yang di miiiki oieh Sekretariat 

Daerah Kota Prabumulih diperlukan pembiayaan untuk kegiatan seperti 

penycdiaan blanko/buku invenlaris, kodeflkasi/kepemilikan. pcmeliharaan. 

penerapan sistem informasi barang dacrah (simbada) dengan komputcrisasi, 

tunjangan/insenlif pengurus/petugas barang dan Iain sebagainya. Kegiatan 

pembiayaan pada Sekretariat daerah Kota Prabumulih leiah berjaian dengan 

lancar sesuai dengan yang di rcncanakan melalui anggaran pendapatan dan 

bclanja daerah sesuai dengan pcrundang-undangan. 

Sekretariat Daerah Kota Prabumuli dalam siklus pembiayaan telah 

berjaian dengan bai sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007 yang 

teiah dijela.skan di atas. Skretariat Daerah Kota Prabumulih telah melakukan 

dan meiaksanakan administrasi pengelolaan barang milik daerah dengan 
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mengunakan atau membebankan biaya terhadap anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. Sekretariat Daerah Kota Prabumulih pada pembiayaan 

keperluan pengelolaan barang miiik daerah telah direncanakan setiap tahun 

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

m) Tuntunan Ganti Rugi 

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 yang menjelaskan tuntutan 

ganti rugi setiap kerugian daerah akibat 

kelalaian,enyalahgunaan/pclanggaran hokum atas pengelolaan barang 

milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mcngakibatkan 

kerugian daerah sebagaimana dimaksud dapat dikcnakan sanksi 

administrative atau sanksi pidana peraturan perundang-undnagan. 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih dalam rangka pengamanan 

dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan 

ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi terhadap pengeiola, pembantu 

pengeiola, penguna/kuasa penguna, dan penyimpanan dan pengurus 

berupa tuntunan ganti rugi karena perbuatan yang merugikan daerah. 

Tuntunan ganti rugi dapat dilakukan apabila barang milik daerah yang 

digunakan oieh pcrorangan mengalami kerusakan atau kehilangan yang 

disebabkan oieh kelalaian pcrorangan yang mengunakannya, maka barang 

yang hilang atau rusak tersebut harusnya diganti. Sekretariat Daerah Kota 

Prabumulih telah melakukan Tuntutan ganti rugi dengan tegas kepada 
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penguna yang mengunakan barang milik daearh secara pcrorangan dengan 

bukti barang tersebut memang rusak dan hilang. 

Tindakan yang dilakukan oieh Sekretariat Daerah Kota Pabumuiih 

ini dengan pemolongan gaji untuk pertangun^awban akan tuntutan ganti 

rugi yang di lakukan olch pcrorangan dan disetorkan kepada kas daerah 

setclah lunas maka barang yang rusak atau yang hilang tersebut baru bias 

dilakukan proses penghapusan dan dikeluarkan dari aset tetap. Sekretariat 

Daerah Kota Prabumulih pada siklus Ganti rugi ini telah berjaian dengan 

baik sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Sekretariat 

Daerah Kota Prabumulih pada petugas/pengurus barang yang mengelola 

aset tetap tersebut membuat surat pemakaian/petunjukan ketika barang 

milik daerah digunakan oieh perorang, kelompok, dan kepentingan 

masyarakat sebagai bukti pcrtanggungjawaban apabila barang tersebut 

rusak atau hilang. 

2. Peniiaian Terhadap Aset/Barang Milik Daerah Yang Belum Ada Nilai 

Akumulasi Penyusutan 

Peniiaian terhadap aset/barang milik daerah dilakukan dengan 

asumsi, peniiaian terhadap akumulasi penyusutan terhadap peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan penyusutan aset 

tetap yang telah diberi nilai mengunakan metode garis lurus yaitu 

penyusutan perperiode adIah nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan 

masa manfaat. Penyusutan barang miiik daerah berupa aset tetap pada 
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entitas pemerintahan yaitu untuk peralatan dan mesin diasumsikan seiama 5 

tahun. 

Peralatan dan mesin pada Tabel 1.2 belum ada nilai akumulasi 

penyusutan dengan kondisi baik Rp 3.017.266.550 dengan pcnjumalan yang 

dicatat pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih sebagai terikut: 

Tgi Uraian Debit Kredit 
Peralatan dan mesin 

Diinvestasikan untuk aset 
tetap 

3.017.266.550 
3.017.266-550 

Penyusutan unluk peralatan dan mesin mengunakan metode garis 

lurus dengan masa manfaat 5 tahun dengan penyusutan tahun pertama 

dimulai unluk tahun 20l5adalah Rp 3.017.266.550 : 5 = Rp 603.453.310 

pcrlahun dengan jumal penyusutan yang dicatat pada Sekretariat Dacrah 

Kola Prabumulih sebagai berikut: 

Tgl Uraian Debit Kredit 
Bcban penyusutan peralatan dan 
mesin 

Akumulasi penyusutan 
peralatan dan mesin 

603.453.310 

603.453.310 

Gedung dan Bangunan pada Tabel 1.2 belum ada nilai akumulasi 

penyusutan dengan kondisi baik Rp 1. 128.296.000 dengan penjumalan yang 

dicatat Skretariat Dacrah Kota Prabumulih sebagai berikut; 

Tgl Uraian Debit Kredit 
Gedung dan bangunan 

Di in vestasikan untuk aset 
tetap 

1.128.296.000 
1.128.296.000 
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Penyusutan untuk gedung dan bangunan mengunakan metode garis 

lurus dengan masa manfaat 5 tahun dengan penyusutan tahun pertama 

dimulai untuk tahun 2015 adalah Rp 1.128.296.000 : 5 = Rp 225.659.200 

pcrtahun dengan jumal penyusutan yang dicatat pada Sekretariat Daerah 

Kola Prabumulih sebagai berikut: 

Uraian Debit Kredit 
Beban penyusutan gedung dan 
bangunan 

Akumulasi penyusutan gedung 
dan bangunan 

225.659.200 

225.659.200 

Jalan, irigasi dan jaringan pada l abel 1.2 belum ada nilai akumulasi 

penyusutan dengan kondisi baik Rp 230.000.000 dengan penjumalan yang 

dicatat Skretariat Daerah Kota Prabumulih sebagai berikut: 

Tgl Uraian Debit Kredit 
Jalan,irigasi dan jaringan 

Diinvestasikan untuk aset 
tetap 

230.000.000 
230.000.000 

Penyusutan untuk jalan,irigasi dan jaringan mengunakan metode 

garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun dengan penyusutan tahun pertama 

dimulai untuk tahun 2015 adalah Rp 230.000.000 : 5 = Rp 46.000.000 

pcrtahun dengan jumal penyusutan yang dicatat pada Sekretariat Daerah 

Kola Prabumulih scbagai berikut: 

Tgl Uraian Debit Kredit 
Beban penyusutan jaian,irigasi 
dan jaringan 

Akumulasi penyusutan jalan, 
irigasi dan jaringan 

46.000.000 

46.000.000 



3. Penghapusan Terhadap Asct/Barang Milik Daerah Yang Berstatus 

Rusak 

Aset/barang milik dacrah yang berstatus rusak berat harus segera 

dikeluarkan dari daftar aset dan dikeluarkan dari neraca Sekretariat Daerah 

Kota Prabumulih. Berdasarkan Tabel L I barang milik daerah yang tercatat 

pada Kiutu Inventaris Barang B berupa Peralatan dan Mcsin yang berstatus 

Rusak berat senilai Rp 415.318.050 harus dikeluarkan dari daftar aset tetap 

pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih. 

Tabel IV. 4 

Peralatan dan Mesin Setelah Dilakukan Penghapusan 

Sekretariat Dacrah Kota Prabumulih 

N o Kond i s i Ase t To ta l Harga aset 

1 Baik R p 2.601.948.500 

Total Aset Rp 2.601.948.500 

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Prabumulih. 2017 

Surat Keputusan (SK) Walikota Prbaumulih menetapkan 

penghapusan dengan tindak lanjutan dihapuskan barang inventaris barang 

milik Sekretariat Daerah Kota Prabumulih berupa alal-alat kantor pada 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih sejumlah Rp 217.072.050 tetapi pada 

neraca Sekretariat Daerah Kota Prabumulih masih dicatat sebagai aset telap 

iainya. Aset tetap Iainya harus dihapuskan dari neraca Sekretariat Daerah 

Kota Prabumulih. 
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Table IV. 5 

Neraca Setelah Dilalakukan Peniiaian dan Penghapusan 

Sekretariat Dacrah Kota Prabumulih 

U R A I A N 3 0 1 ] 20)6 
A S E T 

A S E T L A N C A R 

Kji5 dibatidAma pct ic i i f iDn R P R P 
Ljts ttiTii i i it^iMi p a g c l u f H R P R P 
Kas di b«dM tayaMM um—i d a c n h R P R P 

R P R P 

Sc tankas R P R P 
lavntasi jangfca pendct R P R P 
PiitfaDf pcndapalsi R P R P 
PiMBig taiMqra R P R P 
PuijPUiltfBi pnUaiR R P R P 
QcboB d&^fW *1*'""F* RP17.SD3.Z5e R P 27^01.250 
PcTscdiaaa R P R P 

HP R P 
J U M L A H A S E T L A N C A R R P 2 7 , 5 0 3 J ] O R P 27,501.350 
I N V t S J A S ! i A N G K A P A N J A N G 

biFCSasi jaogka DOA pcjumcft R P R P 
•avestaxi jlcpanjaDg fccpada cntins lannya R P R P 

ta«njta*i lUaDi oUieau R P R P 

InvcstBSi ( U a m pHiyafc p c n b n e u n a n R P R P 
Gana Hu^i^ki R P R P 

Deposifto J H C ^ P v ^ M f R P R P 

bnt^sLu N O D p o t w w loMnyo R P R P 
J U M L A H I N V T S T A S l JK P A M I A N G N O N P E R M A J f f N 

invcxiajj j B B g t a p B i j a o f ; pcnnancn R P R P 
Pm>A)Taau D H X M p a a j j ^ A damfc R P R P 
fcw^wasi pomaiKa tainnya R P R P 

J U M L A H I N V E S T A S l J K . P A N J A N G P H R M A N E N 
J U M L A H f N V E S T I G A S I I A 1 4 C K A P A N I A N C 
A S E T T E T A P 

R P IL33O.aM.0O0 R P 11.000.000 000 
Pcfalataa daa m m n B P J . e i 7 J 6 6 J 5 0 K P 2,790.427.800 
Gdfcmgdan hangunii R P L I Z I . 2 9 < . 0 0 0 R P 885.746.000 
JabB^Jf^ati. dan i w i a c M R P . 230.000.000 R P 201.000.000 

Asel teup bamifw R P R P 

Komi 1 (dm Ailnw pfJip rjtm.\ R P R P 
AlnaDBtasi paayuaman ( R P B 7 3 . I I 3 . S I 0 ) R P 

J U M L A H A S L I i a . l A r R P 22.D67.SZ3.090 R P 14.884.173.100 
D A N A C A D A N G A N R P B P 

J U M L A H D A N A C A D A N G A N 
A S t l L A I N Y A 

Tagiban j n « k B p a ^ m s R P R P 
Koni tnan dmgan pthak ketiga R P R P 

Atet tidak bcmujod R P R P 217.072-050 
Aset (atDJaiii R P R P 
ahunadasi pcajusckaD atcc laaoiya R P a p 

H j 
J U M L A H A S E T L A I N N Y A R P R P 217.072.050 

J U M L A H A S E T R P Z 2 . e C 7 . S 2 2 . e M R P 1 5 . i e i J 4 5 . 8 5 8 
K E W A J I B A N 
K E W A J I B A N J A N G K A P E N D E K 

Utaog pdUtaogaD p d u k kctig* R P R P 
Utang b w e a R P R P 
BagiaD iow*' ijlaOB jaofika panjang R P 50.000.000 R P 
peadsgnMa d M c n r a danaka R P R P 
i x n ^ b c k m R P R P 
idMgjangka pendek Laua^ia R P R P 
kcarajiban i t u t lEkonioliilaMfcaa RP 913.647.916 R P 

J U M L A H K E W A J H J A N J A N G K A P E N D E K R P 963 647.916 R P 
K E W A J I B A N JANCdLA P A N J A N G 

UtaDg dabm a c ^ r i RP R P 
M ^ j m i k a p a q t a D K kaiwiya RP R P 

J U M L A H K E W A H B A N J A N G K A P A N J A N G R P R P 
J U M L A H K E W A J I B A N R P 963 647-916 R P 

E K U I T A S 
Eknitas R P . 21.97S.9t6 R P I5.I0I .243.85O 

J U M L A H K E W A J I B A N D A N E K U I T A S D A N A R P 2 1 3 4 I X » 4 A a e R P i s - i e i a i s j s e 

Sumber: pcnulis. 2017 

http://RP17.SD3.Z5e
http://RPZ2.eC7.S22.eM
http://15.ieiJ45.858


Neraca yang telah di hitung dan disesuaikan oieh penulis ini hasil 

peneiitian ini sejalan dengan peneiitian yang dilakukan olch monika sutra 

kolinug yang melakukan peneiitian pada dinas pendapatan pengelolaan 

keuangan dari aset Daerah Kota Tomoho pada tahun 2015, bahwa pcnclitian 

yang dilakukan menunjukan akan siklus pengelolaam aset tetap sebagian 

besar telah dilaksanakan dengan baik hanya beberapa sikius yang belum 

berjaian dengan baik dikarenakan factor-faktor yang di mendukung. 



B A B V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa siklus pengelolaan aset/barang milik daerah pada 

Sekretariat Daerah Kota Prabumulih telah beijalan dengan baik sesuai dengan 

Permendagri No 17 Tahun 2007, walaupun masih terdapat beberapa siklus 

pengelolaan yang belum berjaian dengan baik. Siklus yang telah berjaian 

dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu: siklus perencanaan 

kebutuhan dan pcnganggaran, siklus pengadaan, siklus penerimaan, 

penyimpanan dan penyaluran, siklus penggunaan, siklus pemanfaatan, siklus 

pengamanan dan pemeliharaan, siklus peniiaian, siklus pembinaan,pengawasan 

dan pengendalian, siklus pembiayaan, serta sikius tuntutan ganti rugi. 

Sementara siklus yang belum berjaian dengan baik yaitu: siklus 

penatausahaan dimana belum ada nya penyusutan terhadap peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Siklus 

penghapusan tidak berjaian dengan baik karena masih banyak aset yang 

berstatus rusak berat tetapi belum diajukan penghapusan, serta sikius 

pemindahtanganan yang beium diiakukan karena bclum adanya tindak lanjut 

dari penghapusan. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk Sekretariat Daerah Kota Praburnulih 

lebih meningkatkan iagi pengelolaan aset/barang milik daerah yaitu agar unit-

unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Prabumuiih untuk bcrsama-sama 

menjaga dan mengawasi aset/barang milik daerah yang digunakan. 

Petugas/pengurus b^'ang untuk lebih meningkatkan iagi dalam penataushaan 

aset dan supaya tetap berpendoman pada peraturan yang berlaku. 



Provinsi 

Kab . /Kota 

Bidang 

Unit Organ i sas i 

Sub Unit Organ i sas i 

P E M E R I N T A H K O T A P R A B U M U L I H 

K A R T U I N V E N T A R i S B A R A N G (KIB) A 

T A N A H 

P R O V I N S I S U M A T E R A S E L A T A N 

P E M E R I N T A H KOTA P R A B U M U L I H 

: S e c r e t a r i a t D a e r a h 

S e c r e t a r i a t D a e r a h 

B a g i a n P e r l e n g k a p a n 

NO. KODE LOKASI : 1 2 . 0 7 . 0 8 . 0 4 . 0 1 . 0 5 . 0 7 . 0 0 

l e n l s / N a m a B a r a n g 

N o m o r T a h u n s t a t u s T a n a h 

P e n g g u n a a n A s a l U s u i 

I 

l e n l s / N a m a B a r a n g K o d e B a r a n g R e g i s t e r L u a s (M2) P e n g a d a a n l e t a K / A l a m a t H a l t S e r t i l i k a t P e n g g u n a a n A s a l U s u i H a r g a K e t 

T a n g g a l N o m o r 

P e n g g u n a a n A s a l U s u i H a r g a K e t 

1 2 3 & ;• \ 6 7 B 9 10 11 12 13 

t j n a h Untuk T u | i . B * r i n | i i a n 01 01 13 11 02 OOC 1 ,'• . e n c r a l S u d i r m a n G e r b a n g Batas Hrbah 

P B M Barat 

TanaK untuk B i n g u n i r 01 01 11.CM 10 0 0 0 1 ;i P i a b u j a y a T a m a n Kota Hibah 

b F ' s i i a ' a h P B M 

T a n a h Bangunan Balai 01 O l . n . l M ID 0 0 0 3 U 4 4 ; ( M 2 | • e t a c a r n b a i P e m k o l O S / 0 1 / 1 0 1 4 A U 6 S 0 8 7 8 Salar O e s a C a m b a i APBD i l .COO OOO 0 0 0 

S i d a n g / P e r i t m u a 

T a n a h Bangunan d r d u n g 01 01 11 03 03 000 3 10 102 1M2I ,1 Pipa K e l u r a h a n Cambar 2 0 / 0 1 / 2 0 1 S T a n a h B i l a i A P B D 7.3S0 000 OOC 

hota P r a b u m u l i h P e n v u l u h a n Per tan ian 

, U M L A h 18 3S0 OOC 0 0 0 

MENGETAHUI 
iZEeoBla Bagian 

Prabumulih, Desember 201S 



P E M E R I N T A H KOTA PRABUMULIH 

KARTU INVENTARIS BARANG |KIB) B 

PERALATAN DAN MESIN 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

: PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH 

: Secretar iat Daerah 

: Secretar iat Daerah 

Bagian Per lengkapan 

NO. KODE LOKASI . 12.07.08.CM.01.11.G7.01 

. . 
Kode Bar«n| N i m j Barang / jenls Barang Notnoi Register Merk/Type Ukuran/CC Bahan Tahun Pembelian 

N o m o r Asal Usui 
JML 

Harga (RIbuan Rupiah) . . 
Kode Bar«n| N i m j Barang / jenls Barang Notnoi Register Merk/Type Ukuran/CC Bahan Tahun Pembelian 

Pabrik Rangka Me*ln Polisi BPKB cara Peroleh 
JML 

Balk Rusak Berat 

2 1 1 1 6 1 8 9 10 11 17 11 le IS I6 

2 10.S l.A namera ccTv i set capter metal 2013 1 APflD 3 12 850 000 

2,10 5 1.4 tamera cciv 16 set AHD metal 201S APHO 16 49.338.7S0 

2.3 alat-plai angkutan darat 

2-3-1 angkutan darat bermotor 

3.3.1 2 •endafajn bermoior 

A P V APV 3S.C me a 2007 MIHYGDN41V7-924 G15AID 160678 B G 1645-0f 7464636F Aoen **rnu 177 900 000 

2 3 1-2 3 A P V l49BCc meidl 2007 MMyGDN41V7-926 G15AiD-160679 BG-1643-C:F 746463SF APBD 177,900.000 

£-3.i .£ 3 Daihattu Xenid Xenia 1498Cc metal 2013 MHKV 1 BA2JDK MC13720 BG 1303-CG C-0603BOO APBD 162.24S.SOO 

2 3 12 3 Grand Livma GL 1997Cc metal 2D1S 1 MHBGiCGfDi H 819876699 eG-7890-OC <-0007904 APBD 165.C)00 000 

2 3 12 3 rush Rush 2009 (,LjDS4tL(1 0 sn R20AS2013 BG-7867 0C G- 1842S08F ou 405.980.000 

4-3 1 4 3 toyola kijdng kijang met a 20O4 ,(uf7ni7iQifm 7K-0697304 6G-4781-CC 810037SF AE>an 
MPDU 

317.321,250 

4,0 alat kantor dan RT 

mcslri foto copy fu'i xerok lOSSdc campuran 2011 39.900.000 
2 6 11 Bro'h7r campu'sn 201S 9.000 000 

2 6 1 1 2 rnei'ri ketik Iain-lam APBD 39 9CK3 000 

2 G 1 1 5 meiin ketik elektronik Brother 6X-6750 campuran 7m s 
KU13 

APBD 2.970.000 

2 G 1 1 G meiin fanimile pdod sonic lev pn)-i7n7t campuran 7m 7 3.400.000 

2 6 1 1 5 pandsonic campuran 7m 7 

£\JX£ 
APBD 3.150 uuO 

2 6-14 aiai penyirr^pd nan perlpngkdpan 

2,6.1,4.12 lem a n kaca Lion besi 2012 4.000.000 

2 6 1 4 12 bes! 7nt 7 
CW1£ 

4 OOO-OOO 

26.1.4 12 lemarj besi yunika besi 2012 APBD . ,37 nnn 1.1 JS.UOU 

2 6 2.4 1 lemari e( Panasonic campuran 2012 APBD 9 700.OCX) 

2.6.1 4 4 filing Ctbinet 2 lion metal 2006 APBD 1.500.000 

2 6 14 4 filing kebinet yunika metal 2006 APBD 2.2SO.OOO 

2.6 1.4.4 filing kjbmel yunika metal 2008 APBD 4 421.000 

2.6 1 4 4 niing kab.net yunika metal 2008 APBD 2.004.100 

2 6 1.4 4 Bling kabtnet alba metal 2010 APBD 7 000.000 
2 6 14 4 filing kabinet tion metal 2010 APBD 4.365.000 

2.6 1 4 4 filing kabinet tion metal 2013 APBD 6.000 000 

2.5 1.4 4 filing Cabinet yunika metai 2013 APBD 2.500.000 

2 6 14 4 filing Cabinet diba metal 2013 APBD 7.OO0.OOG 

2 6.1 4 4 6 brangkas campuran 2013 APBD 1950 000 

2 6 15 alat Canto' lainnya 

2.6.1.5 1 papan siatistik besi 2006 APBD 2.905 000 

2.6.1 S 1 papan slaiisiik fiber 2014 APBD 61.955.000 

2.6 1 5 10 white board asdhito jbr wood 2012 APBD 8.000.000 

http://49.338.7S0
http://162.24S.SOO
http://kab.net


S : b ! m m m b : b ^ b ! b l f f m m m m m m m ( n m m ( * m m i T . m 

i l l M T I l T l T T l T I T l l 1 1 H f f H f 

l l j i l l P j r i l f f f f f l l l | i i i i y | | i n - | | j q p n i 

f t f fffjff f i l l | f | i i | i } i i i i i i i i i i I 

i i l l i i l i l l i l i i i i l l i l i i l i i i i i i l i i i i i i i i l l l l i l l l i i y i i l 

||i||i§ i i i i p i i i i § i| 
FU ,0 lU KU U UF l-F § § § § § ^ i 
§ § § § § § 1 

§§11 8 8 ^ I § S | § i l l |§ I 8 ^ 8 0 0 0 8 



r u > « i K j ' - i a > r j " u > w > u ' - ' e J r u i 

k F r u K F O j k i r u l - J K u F u a j h j i s F 

* F K u a i K j e u a j i o K F i u * j i . u a j K 3 * F r u a j K « « - u K J i u r o r , . K j K 3 i u i o , j , u , u . u > u » - i u a 3 * > a F ^ 

K j * F l 0 h j k , i u k - I U * F k , h u h j e j * . C u i u , U - U K 3 a j k j i u , U K J K i r u a 3 r U - j K F K J | U K J ^ J ' U ^ . , U ^ . , U , , U ^ , 
^ ^ ( ^ < ^ o . b « f f . m b " C T . i ^ . m m o . m m b ^ m ^ n * f c * ^ . . * * f c B • l ^ B . ^ • * * . t • . ' ' • " < ' ' - ' , ^ U F W u , w 
w w w u . K 3 a 3 K ; a ; a . a 3 ; ^ j ^ ^ - u . ^ ^ „ „ „ a t m O " * * . s « ( . * w w u F - . - w u . u F , u u . . . 

M ^ l l i l l l l l l l r l l l l l l l H i i l i ! 
iiriiiiii 

s f f l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i y n i f n 

is|ill§iiill i ig|||||liigigliss§s^ 

§ I § I = I § § § 3 § 8 



? i ; ; i i;! meja keria 1/2 ;a i jm kayu 2013 

; 6 ; 1 10 meja kerja besi 2005 

; 6 2 i 10 meja kerja kayu 1993 
; 6 ; 1 ID meja kerja karyawan kayu 1995 

2 6 2 1 ID meja kerja 20 -Jl birc kayu 1990 

2 6 2 110 meja kerja 40 1/2 Dim kayu 1990 

2 6 2 1 meja kerja 10 1/2 b"c kayu 1990 

2 6 2 1 1!: meja kerja 20 1 
1 

kayu 1992 

2 6 2 1 10 meja kerja 3C kayu 1992 
2 6 2 1 10 meja kerja 4 kayu 1992 

2 6 2 1 10 meja kerja 6 kayu 1993 

2 6 2 1 10 meja kerja 2 = kayu 1993 

2 6 2 1 10 meja kerja 15 kayu 2O01 

2 6 2 1 10 meja kerja S kayu 2001 
2 6 2 1 10 meja kerja 8 ks yu 2002 
2 6 4 1 10 meja kerja 6 kayu 2000 

2.6.4 1 10 meja kasubdtn 10 lion besi 2005 
2 6 2 2 14 meja rapat 12 modera kayu 2014 
2 6 2 2 14 meja rapat 7 modera kayu 2005 
2 6 2 ! 14 meja rapat 7 modera kayu 2005 
2 6.4,3,8 kursi kerja 30 chairman besi/jok 2014 

2.6.4 3.8 kursi Stat 2 1/2 biro besi/jok 2001 
2.64 3 8 kursi biasa besi 2002 

2 6 4 3.8 kursi kerja 3 besi 1994 
2.54 3.8 kursi kerja I I biro besi 2 o n 
2.6 4.3 a kursI kerja 2 1 biro playwpod 2013 
2 6.4.3.8 kursi kerja 1 inlorma besi 2013 
2 .6.4 3.8 kursi kerja 25 besi 2011 
2 6.4.3.8 kursi Ijpai 50 besi 2011 
2 6 4 3 8 kursi staf 10 ] biro akntik 2006 

2.6 4 3 a kursi staf 25 1 biro playwood 2008 

2.6.4.3.8 kursi staf 5 besi 2011 
2 6.4 3 8 kursi kerja 7 besi 2005 
2 6.4 3.8 kursi kerja 4 besi 2005 
2.6.4 7 6 lemari arsip 2 decocii kayu 2013 
2.6.4 7 6 lemari arsip 2 decotn kayu 2013 
2 .4 6 76 lemari arsip decoci; kayu 2013 
2 4 6 76 lemari arsip 1 lion besi 2005 
2 4 6 76 lemar. arsip 3 lion kayu 2005 
2 4 6 76 lemari arsip 1 snoking besi 2005 
2 4 6 76 lemari arsip 2 tambang besi 2005 
2.4.6 76 lemari arsip 2 COmpacIo besi 2005 

2 .4 6 76 leman arsip 3 b3s. 2005 
JUMLAH 

(/I 004 

APBC 10 14 989.000 
APBD 50 

APBD 20 

APBD 40 

APBD 10 

APBD 20 

APBD 30 

AP8D 4 

APBD 6 

APBD 25 

APBD 15 

APBD a 

APBD 8 

APBD 6 

APBD 10 

APBD 10 

APBD 1 

APBD 12 40.786 000 

APBD 7 

APBD 7 

APBD 30 1.000.000 

AP80 2 1.200.000 

APBD 4 

APBD 3 

APBD 1 2 690.000 

APBD 2 14 998 .000 

APBD 1 2.6SS.OOD 

APBD 25 

APBD 50 

APBD 10 

AP60 25 

APBD 5 

APBD 7 

APBD 4 

APBD 2 9 000 000 

APBD 2 5 000 000 

APBD 4 lO.OOO.CXiO 

APBD 1 

APBD 3 

APBD 1 

APBD 2 

APBD 2 

APBD 3 

2.601 948 500 

Prabumulih, Desember 2015 

Edwin Maskalani 

NIP. 19S40303 201408 1 002 



P L M t H I N T A H KOTA P R A B U M U L I H 

K A R T U I N V E N T A R i S B A R A N G (KIB) C 

G E D U N G D A N B A N G U N A N 

Provinii 

Kab./Koia 

Bidang 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

. PROVINSI SUMATERA SELATAN 

: PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH 

: Sekretariat Daerah 

Sekretariat Daerah 

Bagian Perlengkapan 

NO. KODE LOKASI . 12 07.08.04.01.04.07.00 

Kodt Bar A l l J e n i s / N a m a B a r a n g 
K o n d i s i B a n g u n a n K o n s t r u k s i B a n g u n a n L u a s L a n t a l 

L e i a k / L o k a s i / A l a m a t 
D o k u m e n / G e d u n g L u a s G e d u n g S t a t u s N o m o r K o d e 

A s a l U s u i H a r g a (Rp] K C l Kodt Bar A l l J e n i s / N a m a B a r a n g 
I B . K B . R B ) B e r t l n g k a t / T i d a k B a t o n / t i d a k (M2) 

L e i a k / L o k a s i / A l a m a t 
T a n g g a l N o m o r (M2) T a n a h T a n a h 

A s a l U s u i H a r g a (Rp] K C l 

01 O t U u n i dan B a n i u n a n 

01 u a a n f u n a n Gedung 

03 11 01 l a n g u n a n tempa i Ker ja 

01 .12 .02 tugu Per lngalan 

01 12 02 02 01 •-g.F l > r :nga lan Baik Tloak B e t o - 2d 00 |i lend'* Sudi'maan eei r-unggj qfis' 
• e! PB-nt.mui >.jnun,„..-

12345 APBD J6 000 000 

01 12 0 1 0 ) Gedung Aula Balk ridak e e r o n 275 1 lerd'a'Sud-"naan ke na-Fgaa Besa~ 

kas PanT-mur P'ibumuiii 

123AS APBO 20 000 000 

01 12 01 33 Paiggung Balk Tidak lidak ISO 1 Je-d'a Sud -maa- ke - i j^gga Beia-

•ei POn-T isiu- P'a&umu 

12345 APBD 10 000 0 0 0 

01 12 01 03 I j n l i n Balk Tidak Tidlk 110 II l end ' t iSud . -nun Ke m j n i j a Bess' 

Ket Pbm t i r m i - e-abumuli-

125-15 APBD 6 5 M . D 0 0 

01 12 01 03 Cukup T'dak B e i n - 24 1 .e-o- i SuO -n*a-Ke T J - M i Oe«-

kei P b " r mu- P-abumu'.-

12345 APBD 3 OOO-OOO 

03 1 1 0 1 01 Pall ing KOI a Balk Tidak 1 dak 12170 1 le-d-a Lud'imian ke -nanggaaesa-

kei Pa-n r mu- p'atij-"ui'-

12345 APBD 15 000 0 0 0 



K o d t B l ' l n g i t n i t / N a r n a Barang 
K d n d n i B a n g u n a n Konitrulrs l Bangunan l u n i l an ta -

l e i a k / l o k a i i / A l a m a t 
Dokumen/Oedung luas Oedpng Status Nomtsr KCide 

Atal Usui Harga | R p | Ket K o d t B l ' l n g i t n i t / N a r n a Barang 
IB.KB,RBI Bt r i lngka l /T ldak Baton/tiOal' I M I I 

l e i a k / l o k a i i / A l a m a t 
Tanggal Nemcri I M 2 ) l a n a h Tan an 

Atal Usui Harga | R p | Ket 

J .12 1 B a n f u n t n B t n t j a t a h 

3.12 1 3 B a n i u n i n Pcn inggalan Sejarah 

03 12 01 0 ) Paga' Ha 'aman fia-- 2 32 r ' 1 i f c - a Sue -maan Kei mangga B e i a ' 

m r P r -" ' - l u - P-adumurih 

; ; i 4 > APBD . SO r w ATO 

03 ni 01 P t ' h e r a s a n Ha laman Ba-L U S D Jl Jend'ai Sudirmaan Kel mangga Besar 

Ke i Pb-n T niur Prabumul ih 

12)45 APBD 84 (100 nnu 

0 1 1 ; 0 1 0 ! " a m a n Ba>> 33S0 J' le- .dr j S . C T T i a a n K e mangga B e i a -

Ke( Obm T.niur Prabumulih 

• . ; ) 4 i APBD 48 ooo ilOO 

03 12 01 03 MtnovaS' Pagar- g, l aman 

halaman 

ea<> 232 7S II i tnd 'a i Sudirmaan KnI mangga Besar 

Ker Ptrm •iniur Prabumuiih 

1 2 3 4 S APBD 1 3 8 5 6 6 0 0 0 

03 12 01 03 Benouai ' G e d u n g K a r i c - S a h Jl Jendral Sud.-man >M 12 Kec Cambai 1 2 3 4 S APBD 1 4 3 0 0 0 0 0 

06 01 01 04 Pengadaan Konr r runku/ p e m n n i u n 

Bangdnan Bersejarah 

Baih Jl Jendral Sudirman KM 12 Kec Cambai 1 2345 APBD ; V b 580 0(1(1 

06 01 01 04 Pengadaan Kons l runk i i / oemne l . jn 

Bangunan Bersejarah t h J Q M 

Bark JiJendral Sudirman KM.12 Keb Cambai 1 2 3 4 5 APBD 2 4 2 5 5 0 0 0 0 

J U M L A H 1 1 2 8 2 9 6 0 0 0 

Prabumulih. Desember 2015 

Edwin Maskatani 

NIP 1 9 8 4 0 3 0 3 lOldOB 1 0 0 2 



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH 
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D 

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 

Kab /Kola 

Bidang 

U n i l O'gamiasi 

Sub U n i i Organisasi 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH 

SekreiarUl Dterah 

Sekretariat Daerah 

: Bagian Parlengktpan 

Kode B^ran^ Jenli/Nama Barang konstruksi Psnjang(KM) 
Lebar Luas 

Letak/Lokasi 
Dokumen Status Nomor 

Asal Usui Harga (RP) 
Kondisi 

Ket Kode B^ran^ Jenli/Nama Barang konstruksi Psnjang(KM) 
(M) (Ml) 

Letak/Lokasi 
Tariggal Nomor Tanah Kode 

Asal Usui Harga (RP) 
IB.KB.RB) 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 
KANTOR DINAS PARIWiSATA DAN JARINGAN 

4 n 1 S 1 
P e n g a d a a n K o n t n j k s i 

j a l an di a r e a t a m a n Kota 
Jl. P r a b u j a y a A P B D 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 Balk 

4 13 2 9 1 
P e m b u a t a n T a m a n di a r e a 

Tugu P e r i n g a t a n 
Jl. Jendra l S u d i r m a n 

A P B D 1 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 Baik 

2 6 3 1 4 
P e n g a d a a n J a n n g a n Wi f i 

t a h u n 2 0 1 5 
Jl P r a b u j a y a 

A P B D 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Baik 

2 3 0 . 0 0 0 0 0 0 

Prabumuliti, Desember 2015 

Ethwin Maskalani 
MtP. 19840303 201*08 1 002 



NERACA 

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH 

Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam rupiah) 

Umsan Pemerintahan : 1 . 17 
Unit Organisasi; 1 . 1 7 . 1 

Sub Unit Organisasi: 1 . 1 7 . 01 . 01 

Urusan Pemerintah Kota Prabumulih 

Sekretariat Daerah 

Sekretariat Daerah 

URAIAN 201S 2014 
ASI;T 

ASET LANCAR 
Kns dibciidnhatn penerimaan 
Kas dibcndahaiii pcngclunr.in 
Kas di badan layanan umum daerab 
Dcposiio 
Seiara kas 
Invesiusi janeka pendek 
Rmiang pcndapaum 
Piulanc lainnya 
I'enyiMbaii piiilniii; 
Bcban dibciyar dmuika 
Pcrsediaan 

Bagian lancar Uinliilan ganii rugi 
JUMLAH A-Sirr LANCAR 
INVES TASl JANGKA PANJANG 

Invcslasi Jangka non pemianen 
nwcsiiisi jk panjang kepada cntiias lainnya 
liivesiasi dalam obligasi 
Invcslasi dalam proyck pcmbnngiinan 
Dana Berguiii 
Deposiiii Jangka Panjang 
[nvesiasi Non permancn lainnya 

JUMLAH INVLSTASI JK PANJANG NON PERMANEN 
Invesinsi jnngkn panjang pemianen 
Penyertaan modal pemetmlali daerah 
invcslasi peniianen loiniiya 

JUMLAH INVrSTASI JK PANJANG PliRMANLN 
JUMLAH INVI-.S1IGASI JANGKA I'ANJANG 
ASM ILTAP 

Tanah 

Peralatan dan mesin 
Gedung dan bangunan 

Jiilaii.Ingasi. dan jaringan 
Aset letap iamnya 
Kunsiniksi dalam pengerjaan 
Akiinndasi pcnyiisnlan 

. I I M L A I I ASK I I LT AP 
DANA CADANGAN 

.11 M l . A T I DANA C \ D A \ ( . \ N 
AS! 1 LAINYA 

ragiban jangka panjang 
Kemiiraan dengan pihak keiiga 
Aset lidak benviijiid 
Asel Iain-Iain 
akumulasi peiiyusuUin asel hiinnsa 

JUMLAH ASE T LAINNYA 

. I H M L A H ASET 
KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Uiang pi'rhiiungiin pihak keiiga 
L'lang Iniiiga 

Bagian lancar iiumg jniigka panjang 
pendapatan diterima diiinika 
iilang beban 
ulangjaiigka pendek Iamnya 
keuajih.in imltik iliknnsoiidasikan 

JUMI A l l KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Ulang dalam negeri 
iilnng jangka panjang Iamnya 

JUMI.Ail KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

.11 M L . M I K E « \ . I I I1, \N 
E k l i l l A S 

Ekiiims 

J l KEWAJIBAN D.AN EKT IT.VS DANA 

RP 
RP 
RP 
RP 
RP 
liP 
KP 
RP 
Rl' 
RP27 503 250 
RP 
RP 
iiP 27 503 250 

KP 18 350.000.0011 
RP 3 o n 266 550 
KP 1 12K 396 000 
HP 230 000 000 
KP 
Kl' 
HP 
KP 725 562 5.50 

RP 
RP 
RI'2I7 073 050 
RP 
RP 
RP 217 072.050 
HP 22.942.634.6IKI 

RP 
HP 
RP 50 000.000 
RP 
RP 
RP 
Rl'9l3.6-f7.9l6 
RP 063 6-17916 

KP 
RP 963 6-17 916 

Kl' 2! 97S 986 

RP 
RP 
RJ' 
RP 
RP 
RP 
RP 
RP 
RP 
RP 27 503.250 

RP 
RP 
RP 27.503.250 

RP 11.000.000 IIUO 
RP 2 790 427 800 
RP 88.5 746.000 
RP 208 000.000 
RP 
RP 
RP 
RP 14 884 173 SOO 
RP 

RP 
RP 
RP2I7O73 050 
RP 
RP 
RP 2 17.072.050 
RP 15.101.245.850 

RP 
RP 

RP 15 101 245 850 
HP 22.942.634.6(10 HP 15.101.245.850 



WALIKOTA P R A B U M U L I H 

K E P U T U S A N WALIKOTA P R A B U M U L I H 

N O M O R ^ I T A H U N 2012 

TENTANG 

PENGHAPUSAN DENGAN TINDAK LANJUTAN PEMUSNAHAN BARANG INVENTARiS 

MiLiK PEMERINTAHAN KOTA PRABUMULIH BERUPA ALAI-ALAT KANTOR 

PAOA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PRABUMULIH 

WALIKOTA PRABUMULIH 

Mt;IIunhang : a. 
b3hwaberdasarkanhasilpemeriks33ndilapangan3aranglnventansmilikSeKret3ri3tandd*>ra 

h Kota Prabumulih yang lercatatdalamkondisirusakberat, 
periuditetapkanuntukdihapuskandandimusnakandaribukulnventarisasimilikpemefintoh 
Kota Prabumulih 

b. bahwaberdasarkanberltaacarahasilDenenlitianfisfkfaaranglnventarlsasi yang di 
LtsulkanpenghapusanpadasekretariatandaerahkotaPrabumuiihNomor 
OO6.a/BA.HAPU5/!NV/lNV/IV/2012 tanggal 12-04-2012 

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimalcsudhuruf (a) dan (b), 
perlumenetapkankeputusanwalikotaPrabumulihientangpenghapusandengantindakian;: 
utpemiJsnahanbaranginventarismilikpemerintahkotaPrabumtilihberupaalat-
alatkantorpadasekretariatandaerahkotaPrabumulih, 

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 28 tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat 11 
dankotapraja di sumaterasdatan (Lembaran Negara Rt tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahanlembaran Negara Rl Nomor 1281) 

I Undang-UndangNomor 17Tahun 2003 tentangkeuangan Negara (Lembaran Negara 
iahun 2003 Nomor 47. Tambahanlembaran Negara Nomor 4286} 

3. Und3rig.-ldiidangNomor 1 tahun 2004 tentangpertandaharaan Negara [Lembaran 
N e w ^ w S ^ l i ^ ^ ^ ^ N o m o r 5, TambahanLembaran Negara Nomor 4355) 

^ l ^ a i b o r 10 tahun 2004 TentangPembentukanPeraturaaPefundang-
baran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 53. 
arrri^I^egara Republik Indonesia Nomor 4389} 

Og^QLlaiji^pmor 32 Tahun 2004 TsntangPemorintahan Kota Prabumuiih 
Indonesia Tahun 2004 Nompr 125. Tarn bahan Lembaran Negara 

Repbuliinntlonesia Nomor4437) sebagaimanalelahdiubahbeberapa kali 
terakhirdenganundang-undangNomor 32 tahun 2004 tentangpemerintahandaerah 
(Lembaran Negara Rl tahun 2008 Nomor 59, Tambahanlembaran Negara Rl Nomor 
4844) 

6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 

TentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusat Dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126. TambahanNegraRiNomor 4438) 



GPsraiurartPemerintahNomor 6 Tahun 2005 TenungPengeloIaanSar-ingMiiik Daerah 

:itati Negara 

enetaokan 

•J, PeraturanMenteriOalamNegeriNomor 17 Tahun 2007 
reriTangPendomanTeknisPengelolaanBarangMilik Dacrah 

;.D. Pcn atur aM Daerah Kota Paletnbaog ILenibaran Daerah Kota V' abuinuSibTahun '2003 

Nomor 6} 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 TentangPengoiolaanBarangMilik Oaarah 
(Lembaran Daerah Kota PrabumulihTahun 2008 Nomor 7) 

12. PeraCufdh Daerah Kota PrabumMlihMomoi 8 Tahuo 2008 
TefnaogPembentukansusunanOrganisasidantatakerja secretariat 
daerahkotaprabumulih, SekretariatOewanPerwakiian Rakyat daerah Kota Prabumulih 
Dan StafehliWalikota (lembaran Daerah Kota PrabumulihTahun 2008 Nomor 8) 

J3 Keputus3JTA'3!ikotaPrabumu!ihNornor23-a Tahun 2012 tanggaf 13 januari 2012 
ter.tarigPemberttukanPanitiaPahghapusanaaranglnvcntarisasidanbarangLainvaMiTik 
uasaiPemerintah Prabumuiih 

14. KcputusanWalrkotaPrabiJmulihNomor 22.aT3hun 2012 tangga 11 januari 2012 
tenia ngpeiTibentukariP3njtiaLeIang/PenjualanSranglnventarisMilik/DikuasaiPenieririt;).h 
Prabumulih 

M E M U T U S K A N 

"SATU ; PerighapuiandengantindrikianjutpemusnahanBarangirtventarisMilikPenierintah Kota 
Palembang Serupaalat-aiat Kantor padaSekretariat Daerah kota Prabumulih. 
Denganrinciansebagaimanaterlampirdalamkeputusantni. 

DUSA : fVfenghapusdari: 

i . DaftarBukuiftventarisPadaSekrelariat Daerah Kota 
Prabumulihsebagafmantercantumdalamlampirankeputusanlni; 

2. NemcaAsetSekretariat Daerah KotaPrabumulihsebesarRp. 2.17.072.050 
(cuaratustiijuhbelasjutatujuhpuluhduaribulinriapuluh rupiah) 

T!t-iA : MemerintahkanKepada: /'?^'\fo1 ^ O ^ ^ 

1. Pan i t i aPenghapusanBj^^^b i^^^^^^ i^ '^ng la inyaM Kots 
Prabumulih yang d[ber! t i ( f i§ | i :d^^ai^w{^j) i^ iwalikota Palembang nomor 23.a tahur. 
20l2tongal 1.1 januari 2 i ^ & - ^ S ' ^ ^ ' ^ ^ V " / 5 / 
berkoordinasidenganpan^^jbj^ghSpasanp^ida^kretariatdae^ Kota 
Praburriulihuntukmelaksan^aS^wses' ' • 
ptinghapusanidanmenghapus^kiiQiKidR'/entarisdannilaiaset. 

2- panitiaieiang/psnjualanbarangtnventarisMilik/DfkuasaiPemerintahan Kota 
Prabumuiih yangdibentukberdasarkankeputusanwalikotaPrabumulihNomof 22.e tahun 
2012tangga! 11 januari 2012 danberkoordinasidengan secretariat Daerah Kota 
PrabumuHhuntukmelaksanakanpcmusnahan yang dFtuangkandalamberitaacara. 

TMPATrlfepyiusaniniberlakupadatanggaidrtetapkandenganketentusnapabiiaterdapatkekeiiruandalani 
keputusanini, Akan dfperbaiktsebagaimanamestinya. 

Ditetapkan Di Prabumulih 

Padatangga! ^ 2012 

W AU KOTX'PR AaU M UjTjh, 

J 
H. RJDHO YAHVA 



ISAN WALIKOTA PRABUMUIIH 

\ TAHUN 2012 

AL : DESEMBER 2012 

v)G : PENGHAPUSAN DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN SARANG iNVENl ARiS MM..K PEMEHINTAH KOI A PRABUMULIH 

BERUPA ALAT-AUT KANTCR PADA SEKRETAfOAI DAERAH KOTA PRABUMULIH 

Kode Barang Nama Barang jurr.iah | Harga Perolehan Tahun Kondl.'Ji 
RB 

sebab kerusaka Keterangan i 

2.6.1.4.4 Filing Kabinet 2 i .500.000 

Kondl.'Ji 
RB RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

2.6.1.4.4 Filing Kabinet 1 2.250.000 2006 i m l_ RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

2.6.1.4.4 Filing Kabinet 5 4.421.000 2008 RB i RUSAK 1 DIHAPUSKAN 

: / 

J 2.6.1.4.4 Filing Kabinet 4 2.004.100 2003 RB RUSAK ] DIHAPUSKAN 

: / 

J 2.6.1.4.4 Filing Kabinet 2 7.000.000 2010 RB RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

5 2.6.1.4.4 Filing Kabinet 3 4.365.000 2010 RB RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

7 2.61.5.1 Papan statlstik 2 2.905.000 2006 RS RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

8 2.6.1.5.41 mesin genset 5 5.000.000 2011 R9 RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

9 2.6.2-1.30 kursi putar 6 2.100.000 2010 RB RUSAK 

: / 

10 2.5,2.1.34 kursi lipat 50 5.600.000 2010 ' RB RUSAK Z', 

: / 
13 2.G.2.1.72 pembatasan ruangan 2 45.667.950 2010 RB , RUSAK //ii 

: / 
12 2.6.2.1.. polish washing 3 13.000.000 2010 RB _| RUSAK 

: / l i •a c: 3 a 

2.6.2.3..1 
vacum cleaner 1 3.000.000 2010 u J RUSAK : / 14 2.6.2.3.1 vacum cleaner 1 2.000,000 2010 L RUSAK V 

: / 
15 2.6.2.3.3 mesin potong rumput 1 1.500.000 2010 RB RUSAK 

: / 
16 2.6.2.4.4 AC splite 3 6.000.000 2010 j RB RUSAK 

: / 
17 2.6.2.4.4 AC spllte 1 4.990.000 . 2010 ! RB RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

18 2.6.2.4.6 Kipas angin _ ^ 3 3.000.000 2011 RB RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

19 2.6.2.4.15 Dispenser 1 1.000.000 2011 RB RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

20 2.6.2.6,12 wireless 1 2.875.000 2002 _RB J RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

2 1 2.6.2.6.3 televisi colour 1 2.750.000 2009 RB RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

22 2.6.2.6.3 televisi colour 2 2.170.000 2D09 R3 RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

23 2,6.2.1.10 meja kerja 7 3.000.000 2005 R6 RUSAK DIHAPUSKAN 

: / 

24 2,6.2.1.10 meja kerja 10 1.200.000 1993 RS RUSAK DIHAPUSKAN 

25 2.6,2.1.10 meja kerja kai-vawan 50 2.200.000 1995 i RB RUSAK DIHAPUSKAN 

20 2.6.3-1.10 meja kerja 20 i 2.B5S.O00 
1990 1 RB 

RUSAK DIHAPUSKAN 



77 |2.£,2.1,10 meiii keria 40 r 5,125,000 1990 flUSAK DIHAPUSKAN 1 
2B 2.6,2.1.10 msja kerja 10 1.400.000 1990 86 ! 8USAK DiHAPUSKAN j 

2.6.2,1.10 meja kerja 20 2.100,000 1992 ~" m' RUSAK DIHAPUSKAN 
30 2.5.2.1 10 meja kerja 30 1,000.000 1392 RUSAK DIHAPUSKAN 
31 2.6.2.1.10 rneja kerja 4 1.200.000 1992 as RUSAK DIHAPUSiOkN 

2,6 2,1.10 ^ meja kerja 
L ^ 6.500.000 1993 RB RUSAK DIHAPUSKAN 

L 2.6.2.1.10 meja kerja 2.700.000 1993 RS RUSAK DIHAPUSKAN 
'Vt 2,6-2.1 10 meja kerja 15 1.440. OOC 2001 RB 1 RUSAK DIHAPUSKAN 
35 2.6.3.1.10 meja kerja a 1.000.000 2001 RB RUSAK DIHAPUSKAN 
36 12^6-2.1.10 meja kerja 8 1.000.000 2001 RB •RUSAK DIHAPUSKAN 
37 2 5.2.1.10 meja kerja 5 1,350,000 2000 RB RUSAK DIHAPUSKAN 
38 2-5.2.1.10 mejs kerja 10 4.200,000 2005 RB RUSAK DIHAPUSKAN 
3S 2.6.2.1.14 meja rapat 7 2.161.000 2005 R3 RUSAK DIHAPUSKAN 
40 2.6.2.1.14 meja rapat 7 1.000.000 2005 RB flUSAK ^ I ^ A P U S K A N • 
41 2.6.4.3.S kursi kerja 25 12.000.000 2011 RB RUSAK '^JflAPUSKAN ^ 
42 2.6.4.3.8 kursi kerja 50 15.250.000 2011 RB RUSAK 
^3 2,6.4.3.8 kursi kerja 10 1.680.000 2005 RB RUSAK 
44 2.6.4.3.8 kursi kerja 25 1.250.000 2008 RB RUSAK 
45 2.6.4 3.8 kursi kerja 5 1.350,000 2011 R8 RUSAK ^ 
46 2.6.4.3.8 kursi kerja 7 1.120.000 2005 R8 RUSAK 
47 2.6.4.3.8 kursi kerja 4 1.750.000 2005 RB RUSAK DIHAPUSKAN 
48 2.4,6.76 iemarl arsip 1 1.2OO.00O 2005 RB RUSAK DIHAPUSKAN 
49 2.4.6.76 iemari arsip 3 2.200.000 2005 RS RUSAK DIHAPUSKAN 
50 2.4.6.75 lemari arstp 1 1.200.000 2005 R3 RUSAK DIHAPUSKAN 
51 2,4.6,75 lemari arsip 2 2.220.000 2005 RB RUSAK DIHAPUSKAN 
52 2.4.5,76 iemsri arsip 2 3.320.000 2O0S RB RUSAK DIHAPUSKAN 
53 2,4,6.76 lemari arsip 5.000.000 2005 RB RUSAK DIHAPUSKAN 

1 217.072.050 
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+1 

January. 26th 2017 

Scaled Score 

Listening Comprehension 

Structure Grammar 

Reading Comprehension 
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lairperSbp of Language Institute 

Ri^^Susanti, S.Pd.,M.A 
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